
SALINAN

BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI I{ALIMANTAN TENGA}I

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2O2I

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PERJALANAI{ DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

I(ABUPATEN MURUNG RAYA

DTNGAN RAHIUAT TUHAN YAITG MAHA ESA

Menimbang a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas
dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29
Tahun 2Ol5 tentang Perjaianan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupa"ten Murung Raya

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
1 Tahun ZOLO tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri di Lingkungan Pennerintah Kabupaten Murung Raya,

sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa agar pelaksanaan Perjalan Dinas Dalam Negeri. dapat
dilaksanakan secara tertib, e{isien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali
pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga
Satrran Regional, Bupati menetapkan standar harga satrran
biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peratrrran Bupati tentang Pedornan Pelaksanaan dan
Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

BUPATI MURUIYG RAYA,
:ro



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur Provcinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a18O);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2All tentang
Pembentrrkan Peratrrran Per-undang-Undangan (Iernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2Ot9 tentang perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan tembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2OLg Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2A tentang Standar
Harga Satuan Regional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2A Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2075
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor l78ll;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun

2A16 tentang Pembentrrkan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor L69, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Raya (Lembaran Daerah Republik lndonesia Tahun
2O2O Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 3);

Menetapkan

MEMUTUSI(AIT :

PERATURAN BUPATI TEITTAITG PEDOMAIT PELAKSANAAI{
DAII STAITDAR HARGA SATUAN BIAYA PER^TALANAN DINAS
DALAIIfi TTEGERI DI LINGKUNGAIY PEMERIITTAI{ KABUPATEN
MURTING RAYA.

BAB I
KETE}TTUAIT UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
$ipi1 Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untrrk
menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap
warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digajo
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B, Pihak lain adalah pihak-pihak selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Honorer di
lingkrrngan Pernerintah Daerah yang ikrrt terlibat baik secara langsung



maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai
kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian,
yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, dalam ha1 ini tidak termasuk
tenaga honorer atau tenaga kontrak yang membantu kelancaran
tugas/pekerjaan organisasi dan yang diangkat diluar kerangka sistem
kepegawaian.

11. Tenaga Honorer adalah pegawai yar,g diangkat dengan Keputusan Bupati danl
atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu untuk membantu
kelancaran tugaslpekerjaan organisasi, tugas administrasi perkantoran
dilingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

12" Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak
kerjasama danlatau surat keputusan pejabat yang berwenang dalam jangka
waktu tertentu diluar kerangka sistem kepegawaian untuk membantu
kelancaran tugas/ pekedaan organisasi.

13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak,
Tenaga Honorer, dan pihak lain keluar tempat kedudukan baik perseorangan
maupLln secara bersama-sarna untuk melaksanakan tugas jabatan dan/atau
kepentingan pemerintah daerah berdasarkan Surat Perinta.h T\rgas (SPT) dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh pejabat
yang berwenang.

14. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Murung Raya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

16. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk
melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang.

17. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat
Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh
Pejabat yang Berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.

18. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan di
dalam Ibu Kota Kabupaten Murung Raya dan di masing-masing kota
kecamatan / kelurahan / desa di wilayah Kabupaten Murung Raya.

19. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar
dari tempat kedudukan ke kota-kota lainnya yang menjadi tempat tujuan, baik



kota yang berada di wilayah kecamatan/kelurahan/desa di wilayah Kabupaten
Murung Raya maupun daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.

2O. Tempat Kedudukan adalah tempat kota/kantor satuan kerja berada.

21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

22. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

23. Badan Permusyawaratan Desa yar:g selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan
dibayarkan sekaligus.

25. At Cost adalah Uang yang dibayarkan berdasarkan tanda bukti sah.

26. IJang Harian adalah uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas
untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uaxg saku,
keperluan transportasi lokal, dan keperluan Lrang makan yang nilainya telah
dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

27. Staf Ahli FraksilKelompok Pakar Tim ahli DPRD/Tenaga Ahli Fraksi adalah
Tenaga Profesional yang diangkat melalui keputusan Sekretaris DPRD untuk
membantu kelancaran pelaksanaan trrgas Fraksi dan Anggota DPRD.

28. Pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pirnpinan dan
Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer dan pihak
lain yang diberi tugas untuk melaksanakan perjalan dinas.

29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung
sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3O. Pengumandahan (detasering) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di
suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAT{, FUNGSI

Pasat 2

(1) Pedoman pelaksanaan dan standar harga satuan biaya perjalanan dinas
dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk acuan bagi pelaksana
perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas luar kota dan dalam
kota.

\2\ Pedoman pelaksanaan dan standar harga satrran biaya perjalanan dinas
dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertibnya pelaksanaan perjalanan
dinas dan akuntabilitas.

(3) Pedoman pelaksanaan dan standar h,arga satuan biaya perjalanan dinas
dalam Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat
dilampaui karena kondisi tertentu-



BAB III
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas yang dapat dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas
adalah perjalanan dinas :

a. luar kota; dan

b. dalam kota.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
perangkat daerah;

c. elisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan perjalanan dinas.

(3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dalam
rangka :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, workshop, dan kegiatan sejenis
lainnya;

c. mengikuti kegiatan study banding;

d. pengumandahan (detasering);

e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangam dokter tentang kesehatanrrya guna kepentingan jabatan;

g. memperoleh pengobatan krerdasarkan surat keterangan dokter, karena
mendapat cidera pada waktu atau karena melakukan tugas;

h. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;

i. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S-1/S-2/S-3;

j. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);

k. mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek);

1. menjemput atau mengantar kerumah duka jenazah Pegawai Negeri
Sipil/ASN yang rneninggal dunia dalam pengertian rneninggal waktu
melaksanakan trrgas;

m. kepala desa, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten
Murung Raya yar'lg rnelaksanakan tugas untuk kepentingan pernerintah
desa dan pernerintah daerah;



n. instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan unsur
dari masyarakat yang melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintah
daerah;

o. anggota PKK yang melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintah
daerah dan/atam kepentingan organisasi PKK; dan

p. staf ahli fraksi/kelompok pakar tim ahli DPRDltenaga ahli fraksi yang
melaksanakan tugas untuk kepentingan DPRD/fraksi pendukung DPRD.

BAB TV

KITTNTUAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas terlebih
dahulu harus mendapat Surat Perintah T\rgas (SPT).

(21 Berdasarkan Surat Perintah T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} baru
diterbitkan Surat Perintal: Perjalanan Dinas {SPPD}.

Pasal 5

(U SPT dan SPPD Pejabat Eselon II, pada Dinas/Badanflnspektoratf Sekretariat
Satpol PP dan Damkar, serta Direktur RSUD ditandatangani oleh Bupati"

{21 Dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh
Wakil Bupati dan bila dalam hal Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di
tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 5

(1) SPT dan SPPD bagr Pejabat Eselon
Badan/Dinasllnspektorat/RSUD, ditandatangani
Daerah yang bersangkutan atas nama Bupati,

Pasal 7

(1) SPT dan SPPD bagi Pejabat Eselon IV kebaryah pada RSUD ditanda tangani
oleh Direktur RSUD.

(21 Dalam hal Direlctur berhalangan maka SPT dan SPPD ditanda tangani oleh
Kepala Bagran Tata Usaha.

m kebawah pada
oleh Kepala Perangkat

(2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan, maka SPT dan SPPD

ditandatangani oleh sekretaris Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan bila
dalarn hal Sekretaris Satuan Organisasi Perangkat Daerah berhalangan maka
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang lebih senior.



Pasal 8

(U SPT dan SPPD khusus bagi Camat se- Kabupaten Murung Raya yang
melakukan perjalanan dinas keluar daerah, ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atas nama Bupati, untuk pejabat Eselon III b kebawah dan
staf/pegawai lainnya dilingkup kantor kecamatan di tandatangan oleh Camat.

(2) Dalam hal Camat berhalangan maka SPT/SPPD ditandatangan oleh Sekretaris
Camat, apablla Sekretaris Camat berhalangan maka SPT/SPPD
ditandatangani oleh pejabat Eselon IV yang lebih senior.

Pasal 9

(1) SPT dan SPPD khusus bagi Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Adat dan Unsur dari Masyarakat (Pihak Lain)
ditandatangani oleh Bupati.

(2) Dalam hal Bupati berhalarugan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh
Wakil Bupati dan bila dalam hal Wakil Bupati berhalangan, maka SPT dan
SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 1O

(U SPT dan SPPD UPTD/Korwil Pendidikan, ditandatangani oleh Kepala Dinas
UPTI Korwil Pendidikan Bersangkutan.

(21 Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani
oleh Sekretaris Dinas bersangkutan dan SPT/SPPD bagi Tenaga Kesehatan
yang bertugas di UPTD, ditanda tangani oleh Kepala UPTD yang
bersangkutan, SPT dan SPPD bagi Kepa1a Sekolah ditandatangani oleh Korwil
bersangkutan.

{3} Dalam hal Korwil berhalangan maka SPT dan SPPD ditanda tangani oleh
pejabat lain yang lebih senior, dan SPTISPPD bagi guru ditandatangani oleh
Kepala Sekolah.

kssl 1I-

SPT dan SPPD Anggota PKK Kabupatenf Kecamatan lDesalKelurahan
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPT dan SPPD.

Pasal 12

(1) SPT dan SPPD Pegawai Negeri SipillASN di lingkungan Sekretariat Daerah
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati apabila yang
menjalankan tugas dinas adalah.

{2) Apabila Selrretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, rnaka SPT
dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1| ditandatangani oleh Pejabat

Asisten yang lebih senior.



Pasal 13

(1) SPT bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, dan staf ahli fraksi, kelompok
pakar tim ahli DPRD, tenaga ahli fraksi, ditandatangani oleh Ketua DPRD.

(2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, SPT

ditandatangani oleh salah satu dari Wakil Ketua DPRD.

(3) SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD dan staf ahli fraksi, kelompok
pakar tim ahli DPRD, tenaga ahli fraksi, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

(4) Dalam hal Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan
melaksanakan tugasnya, SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum, dan
apabila Kepala Bagian Umum berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala

Bagian yang ditunjuk.

Pasal 14

(1) SPT dan SPPD bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN dalam lingkungan Sekretariat
DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

t2j Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani
oleh Kepala Bagian LJmum, dan apabila Kepala Bagian Umum berhalangan

maka ditandatangani oleh Kepala Bagran yang ditunjuk'

Pasal 15

ti) SPT untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya,
dilingkungan Pemerintahan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

(21 SPT untuk Ketua/anggota BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

Pasal 16

Dalam hal Kepala Desa, Sekretarjs Desan dan Ketua atau Anggota BPD akan
melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :

a. Kepala Desa untuk SPPD yang dilaksanakan oleh Kepala Desa;

b. Kepala Desa untuk SPPD yang dilaksanakan Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa Lainnya; dan

c. Kepala Desa untuk SPPD yang dilaksanakan Ketua atau Anggota BPD.

BAB V
PEITGGT}I,OITGAIS BIAYA PET{GIIYAPAI{

Pasal 17

(1) Untuk menetapkan biaya penginapan perjalanan dinas, diadakan
penggolongan yaitu :

Tingftat A : untuk Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati] dan Ketua
DPRD/Wakil Ketua DPRD.

Tingkat B : untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Ketua dan llfakil
Ketua PI(K KabuPaten-



Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV, staf ahli fraksi,
kelompok pakar tim ahli DPRD, dan tenaga ahii fraksi.

untuk Pejabat Eselon [V, PNS/CPNS Golongan III,
Pengurus/Anggota PKK Kabupaten, Ketua dan Wakil Ketua
PKK Kecamatan, serta PPPK, PTT, Tenaga Honor dan Tenaga
Kontrak setingkat Dipioma/ S-l I S-2 I S-3/ sederajat.

untuk PNS/CPNS Golongan II, PNSICPNS Golongan I,
Pengurus/Anggota PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa, serta
PPPK, PTT, Tenaga Honor dan Tenaga Kontrak setingkat
SLTP/ SLTA/ sederajat.

Tingkat D

Tingkat E

(21 Penggolongan biaya penginapan Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Aparat
Desa dan BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan unsur dari
masyarakat danlatau pihak lain termasuk dalam tingkat golongan E.

(3) Penggolongan biaya penginapan Perjalanan Dinas bagi instansi vertikal yang
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI disesuaikan dengan
penggolongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

BAB VI
STAIYDAR HARGA SATUAIT BIAYA

PER"TALAHAIT DIIITAS

Pasal 1E

Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

a. uarlg harian dibayarkan secara Lumpsum;

b. uang transportasi dibayarkan secara At-cost,

c. biaya penginapan dibayarkan secara At-cost;

d. uang representasi bagi Bupati, Wakil tsupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,
atau Pejabat Eselon II dibayarkan secara Lumpsum; dan

e. biaya pemeriksaan kesehatan COWD-{9 {ropid. testl PCR test/ swab tesfl secara
At-cost.

Pasal 19

(1) Standar harga satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 tecantum dalam lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

a. uarrg harian, sebagaimana tercaritum dalam Lanrpiran I;

b. biaya transportasi terdiri dari :

1. Satuan biaya Tiket Pesavrat tecantum dalam Lampiran II huruf A;

2. Satuan biaya taksi tecantum dalam I"ampiran II huruf B;

3. Satuan biaya transportasi darat tercanturn dalam l.ampiran II huruf C;

dan



4. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas di lingkup wilayah
Kabupaten Murung Raya menyesuaikan dengan Standar Biaya Umum
Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

c. biaya penginapan terdiri dari :

1. Standar harga satuan biaya dan penggolongan penginapan perjalanan
dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten Murung Raya tercantum
dalam Lampiran III; dan

2. Bantuan biaya penginapan perjalanan dinas luar kota di dalam wilayah
Kabrrpaten Murung Raya sebesar Rp. 2OO.OOO,-/orang selama
pelaksanaan perjalanan dinas atau untuk 1 (satu) SPPD.

d. uang representasi, sebagairnana tercantum dalam Lampiran IV.

(2\ Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggllnakan fasilitas hotel atam

tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 3O o/o (ttga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat
yang bersangkutan menginap sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan
dinas dan dibayarkan secara Lumpsum, serta dihitung berdasarkan jumlah
hari/ Iamanya Perjalanan Dinas.

(3) Dalam hal petraksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan diklat, bimbingan
teknis dan/atau sejenisnya yang didalam rencana biaya anggarannya termuat
biaya kontribusi maka standar harga satuan biaya perjalanan dina.s diatur
sebagai berikut:

a. untuk biaya penginapan selama kegiatan, tidak diberikan apabila biaya
penginapan tersebut sudah termasuk dalam biaya kontribusi;

b. biaya penginapan selama dalam perjalanan menuju dan kembali dari
tempat pelaksanaan kegiatan tetap diperhitungkan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;

c. untuk u.ang harian dan uang representasi bagi Pejabat Negara/Pejabat
Daerah/Pejabat Eselon II dibayarkan penuh sesuai dengan jumlah hari
perjalanan dinas; dan

d. uang transportasi dibayarkan sesuai at-cost.

(4) Biaya perjalanan dinas di bebankan pada Anggaran Perangkat Daerah yang
mengeluarkan SPPD bersangkutan.

(5) Biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD dibebankan
kepada APBDes masing-masing.

(6) Biaya perjalanan dinas baru dapat dibayarkan secara penuh, apabila
perhitungan SPPD rampung diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Perangkat
Daerah atau PPK Perangkat Daerah bersangkutan.

(7) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas bertanggung
jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas
maupun anggaran yar.g tersedia.



Pasal 2O

(1) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf a, huruf c, dan huruf d adalah merupakan standar harga satuan
tertinggi biaya perjalanan dinas yang tidak d"apat dilampaui.

12) Satuan biaya perjaianan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf b adalah estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi
sehingga dapat dilampaui karena kondisi tertentu.

(3) Besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu
sebagairnana dimaksrrd pada ayat (2) harus didukung dengan bukti yang sah
(At- costl.

Pasal 21

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat {21 adalah suatu
kondisi yang sebelumnya tidak dapat diperkirakan seperti kenaikan harga tiket,
tidak adarrya transportasi ltmurn (taksi) atau lokasi yang dituju tidak dapat
dijangkau dengan taksi umum.

ksat 22

tU Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan
uang harian, uang transportasi, uang representasi, dan biaya penginapan.

l2l Biaya perjalanan dinas dihitung berdasarkan standar harga satuan biaya
perjalanan.

(3) Uang harian diberikan sesuai dengan standar harga satuan biaya perjalanan
dinas tempat tujuan perjalanan dinas dan sesuai dengan jurnlah hari
perjalanan dinas.

t4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2t dikecualikan untuk
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2} huruf d, huruf
h, huruf i, huruf j, dan huruf l-

(51 Pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
sebagai berikut :

a. pengumandahan (detasering) dibayarkan maksimal 90 (sembilan puluh)
hari dengan ketentuan :

1. uang harian :

a. hari ke I (satu) sampai dengan hari ke 3O (tiga puluh) dibayarkan
10oo/o;

b. hari ke 31 (tiga puluh satu) sampai dengan hari ke 6O (enam puluh)
dibayarkan 75o/o; dan

c. hari ke 61 (enam pulutr dua) sampai dengan hari ke 9O (sembilan
puluh) dibayarkan 5O%o.



2. biaya penginapan

diberikan bantuan biaya penginapan (pemondokan) maksimal 10

(sepuluh) hari dari nilai biaya penginapan sesuai penggolongan
penginapan perjalanan dinas;

3. uang representasi diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas
maksimal 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal perjalanan
dinas pada Surat Perintah Tugas (SPT); dan

4. uang transportasi diberikan sesuai kenyataan (at-cost) dan maksimal
9O (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal perjalanan dinas
pada Surat Perintah T\rgas (SPT).

b. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri :

1. uang harian dibayarkan maksimal 3O (tiga puluh) hari;

2. biaya penginapan :

diberikan bantuan biaya penginapan (pemondokan) maksimal 10

(sepuluh) hari dari nilai biaya penginapan sesuai penggolongan
penginapan perjalanan dinas;

3. uang representasi sesuai jumlah hari perjalataatr dinas; dan

4- ualg transportasi diberikan sesuai kenyataan (at-cosf).

c. penugasein untuk mengikuti pendidikan setara Diplomalsllsz/S3
dibayarkan 9O (sembiian puluh) hari dengan ketentual :

1. uang harian :

a) hari ke 1 isatu) sampai dengan hari ke 3O {tiga puluh) dibayarkan
100%;

b) hari ke 31 {tiga puluh satu} sampai dengan hari ke 6O (enam puluh}
dibayarkan 75o/o; dan

c) hari ke 61 {enam puluh dua) sampai dengan hari ke 9O (sembilan
puluh) dibayarkan S0o/a.

5. biaya penginapan :

diberikan bantuan biaya penginapan (pemondokan) maksimal 10

(sepuluh) hari dari nilai biaya penginapan sesuai penggolongan
penginapan perjalanan dinas;

3. uang representasi diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas
maksimal 90 ( ariff c puluh) hari terhitung mulai tanggal perjalanan
dinas pada Surat Perintah Tlrgas (SPT); dan

4. uang transportasi diberikan sesuai kenyataan (at-cosf) dan maksimal 90
( ariff c puluh) hari terhitung mulai tanggal perjalanan dinas pada
Surat Perintah T\rgas (SPT).

d. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), atau Bimbingan Teknis
(Bimtek) dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3); dan



e menjemput atau mengantar kerumah duka jenazah Pegawai Negeri

Sipil/ASN yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan dinas :

1. uang harian dibayarkan maksimal 10 (sepuluh) hari;

2. biaya penginapan dibayarkan maksimal 10 (sepuluh) hari;

3. uang representasi dibayarkan maksimal 1O (sepuluh) hari; dan

4. uang transportasi diberikan sesuai kenyataan (at-costl.

Pasal 23

Ketentuan biaya pemeriksaan kesehatan COWD-19 (rapid test/PCR test/ suab testl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dapat dibayarkan sesuai dengan

biaya riil sepanjang perjalanan dinas dilaksanakan dalam masa ariff c
cowD-19.

BAB VII
KELEBIHAIT JUMI-AH HARI

PER*IALAITAII DINAS

Pasal 24

(U Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang

ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat yang berwenang dapat
mempertimbangkan tambahan uang harian dan penginapan sepanjang

kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan lkelalaianl
kesengqiaan pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan

dinas.

t1t Kelebihan hari dari yang ditetapkan dalam SPPD, adalah disebabkan karena :

a. perubahan jadwal/waktu kegiatan ketika berada ditempat tduan;

b. karena menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ketika berada
dikota/ tempat transit; dan

c. karena penyebab lainnya seperti ditundanya jadwal keberangkatan alat
angkrrtan karena rusak, macet dan sebagainya ketika akan bertolak dari
kota tujuan.

{3) Jumlah hari dan biaya penginap an yarrg dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatas, sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) hari.

(4) Kelebihan hari yang disebabkan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b, dan huruf c harus didukung dengan bukti yang memadai.

BAB VIII
PENCARTTRAN

Pasal 25

(1) Pencarteran kendaraan airf darat dapat dilakukan oleh Brrpati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II atau pejabat lainnya
mengingat sifatnya yang sangat mendesak dan atau jalur yang dilalui untuk
ketempat tujuan perjalanan dinas tidak terdapat angkutan \rmllrn (taksi).



(2) Pejabat Eselon II atau pejabat lainnya yang dalam perjalanan dinas

mengglrnakan Pencarteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu mengajukan Nota Pertimbangan kepada pimpinan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Eselon II.b kepada Sekretaris Daerah;

b. Eselon III kebawah lingkup Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah;

c. Eselon III kebawah/pejabat lainnya tingkup Perangkat Daerah kepada

Kepala Perangkat Daerah masing-masing;

d. Camat kepada Sekretaris Daerah;

e. Eselon III.b kebawah lingkup kecamatan kepada Camat;

f. Lurah kepada Camat;

g. Pejabat/Pegawai lainnya dikelurahan kepada Lurah

h. Kepala UPT kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing;

i. Pejabat/Pegawai lainnya dilingkup UPT kepada Kepala UPT;

j. Kepala Sekolah kepada Kepala UPT; dan

k. Guru/pegawai lainnya dilingkup sekolah kepada Kepala Sekolah.

(3) Pimpinan berdasarkan pertimbangan yang objektif dapat menolak biaya

pencarteran dalam Perjalanan Dinas-

t4) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah wajib menolak biaya carter apabila

tidak ada persetujuan tertulis dari pimpinan pada Nota Pertimbangan yang

diajukan.

(5) Ketentuan pengqiuan Nota Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

{2} tidak berlaku untuk Sekretaris Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan

dan Anggota DPRD.

Pesal 26

t1) Biaya pencarteran transportasi sungai/darat yang dilakukan oleh

pejabatlpegawai dalam satu tim/rombongan, dibayarkan kepada pimpinan
tim/rombongan.

(21 Biaya pencarteran transportasi sungaildaratyang dilakukan oleh perorangan,

dibayark an kepada yar.g bersangkutan.

(3) Biaya pencarteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
didukung dengan bukti yang sah (At Cost).

BAB U(
TATA CARA PEMBAYARAN

PERiIALANAN DINAS

Pasal 27

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan

dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.. rrntuk rrang harian dibayarkan sekaligusi



b. untuk biaya transportasi dibayarkan sementara setinggi-tingginya SOVa

dari perkiraan ariff yang diperhitungkan dalam SPPD Rampung; dan

c. uang representasi dibayarkan sekaligus.

(2\ Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara

biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas

dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

(g) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang

ditetapkan dalam SPPD maka Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/AsN/pihak lain

wajib rnenyerahkan kernbali kelebihan uarrg perjalanan dinas sesuai dengan

jumlah kekurangan hari perjalanan dinas.

Pasal 28

perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh
pejabat yang Berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisalkan dari Peraturan Bupati

ini.

(u

(21

Pasal 29

Format rincian biaya perjalana dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini-

perhitungan rincian perjalat'Larl dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 3O

Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan dengan dua atau lebih SPPD dalam waktu
dan atau tempat yang sama.

Pasal 31

(1) SPPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti
pelaporan atanr pertanggung j awaban / pelLgawasarr.

(Zl pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusa-n atau cacat-cacat

dalam tulisan, perubahan-perubatr an dapat dilakukan dengan coret-coretan

yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

(3) Pada SPPD dicatat :

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukanltempat tinggalltempat berada,

dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berrn enang/atasan langsung pejabat

pegawai Yang bersangkutan;

b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang di hrniungi,
dibubuhi tanda tangan pejabat yang di kunjungilberwenang; dan

I F, T

BAB X
PERTAITGGUNG JAWABAIT

PER.IALI\TTAN DIT{AS



c. tanggai tiba kembali ketempat kedudukan dibubuhi tanda tangan pejabat

yang berwenangf atasan langsung pejabat pegawai yang bersangkutan.

(41 Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/AsN/pihak lain yang melakukan perjalanan

dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya.

(5) Dokumen pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transportasi, biaya

penginapan dan Nota Pertimbangan dengan persetujuan tertulis Pimpinan

untuk Pencarteran.

(6) Selain dokqmen sebagairnana dimaksrrd ayat (5) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/
ASN yang melakukan perjalanan dinas jabatan wajib menyampaikan laporan

tertulis kepada pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD.

BAB XI
I{ETENTUAN I,AIN.I,AIH

Pasal 32

(1) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (3) huruf 1, pelaksana perjalanan dinas dapat menyertakan

pengikut perjalanan dinas.

(2) Pengikut perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah

pengikut khgsgs bagi pihak keluarga Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN yang

meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.

(3) Pengikut perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat l2r, dapat

disertakan maksimal sebanyak 3 {tiga} orang.

{4) Lamanya perjalanan dinas yang diberikan kepada pelaksana dan pengikut

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling

banyak selama 1O (sePuluh) hari.

Pasal 33

{1} Pedalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang safila dalam rangka
pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan

bantuan biaya bahan bakar minYak.

(2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan jasa penyebrangan sungai, dapat diberikan bantuan biaya

penyeberangan sesuai dengan tarif yang berlakrr.

(2) Biaya penyebrangan dan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus didukung dengan bukti yang sah (At-Cost).



BAB XII
PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Murung Raya

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dilingkungan
pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya

Tahun 2015 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Murung Raya Nomor L Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten

Murung Raya Tahun 2A16 Nomor 223), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Iagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal O1 Januari 2O2l-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1O Maret 2A2t

BUPATI ilURUITG RAYA,

'- -".,f:i]. 
_ . , i' -:.. 

, ;:.t.;ii ,,,,;':-
J'---

@.
PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1O Maret 2OZl

SEKRETARIS DAERATI
I{ABUPATEN MURUNG RAYA,

HERMON

BERITA DAERATI I(ABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2O2L NOMOR 3.

ttd

ttd



SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2O2L
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR
IIARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NBGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH I(ABUPATEN MURUITG RAYA.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DI WILAYAII
REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam
hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 5O.OOOTOO.

Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan)jam dihitung berdasarkan waktu berangkat
dari tempat kedudukan, waktu dalam perjalanan ketempat tujuan, waktu
kegiatan di tempat tujuan, waktu kembali dari tempat tujuan sampai dengan tiba
kembali di tempat kedudukan semula, sehingga total waktu lebih dari 8 (delapan)
jam.

. | :1.1r

f \ ttd
hhtl

- tYl"-<--{T PERDIE M. YOSEPH

l,ll r. .. I ':: ":

NO PROVINSI SATUAN LUAR KOTA
DALAM KOTA
LEBIH DARI S

(DELAPAN) JAM
DIKLAT

1 ACEH OH Rp.36O.OOO,O0 Rp. 11O.OO0,OO

2 SUMATERA UTARA OH Rp.370.000,00 Rp. 110.000,00

3 RIAU OH Rp. 370.000,O0 Rp. 110.OOO,OO_

4 KEPULAUAN RIAU OH Rp.37O.OOO,OO Rp. 11O.OOO,OO

5 JAMBI OH Rp.37O.OOO,OO Rp. 11O.OOO,OO

6 SUMATERA BARAT OH Rp.380.O00,00 Rp. 11O.OOO,0O

7 SUMATERA SELATAN OH Rp.38O"OOO,OO Rp. 11o.ooo;QQ_
8 I-AMPUNG OH Rp.38O.OOO,OO Rp. 11O.OOO,O0

9 BENGKULU Rp.3BO.OOO,OO-_ Rp. 11O.OOO,OO

10 BANGKA BELITUNG OH Rp- 41O.OOO,OO

11 BANTEN OH Rp.37O.OOO,OO Rp. 11O.OOO,OO

t2 JAWA BARAT OH Rp.43O-OOO,OO Rp. 13O.OOO.q0

13 D.K.I. JAKARTA OH Rp.530.0OO,O0 Rp. 16o.oo0!q_
L4 JAWA TENGAH OH Rp.37O.OOO,OO Rp. 110.O00,00

15 D.I. YOGYAKARTA OH Rp.42O.0OO,0O Rp. 130.000,0O

16 JAWA TIMUR OH Rp.41O-0O0,OO Rp. 12O.OOO,OO

t7 BALi OH Rp.48O.OOO,OO Rp. 14O.OOO,OO

18 NUSA TENGGARA BAxn*T OH Rp.44O.O0O,OO Rp" 13O-OOO,O0

19 NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp.43O.OOO,OO Rp. 130.OOO,OO

20 KALIMANTAN BARAT OH Rp.380.OOO,O0 Rp- 11O.OOO,OO

2l KALII,IANTAfi TE!{GAII OH Rp.350.OOO,O0 Rp. 14O.O(X),OO Rp. 11O.0OO,OO

22 KALIMANTAN SELATAN OH Rp.380.OOO,OO Rp. 11O-OOO,OO

23 KALIMANTAN TIMUR OH Rp.43O.OOO,OO Rp. 13O.OOO,OO

24 KALIMANTAN UTARA OH Rp.43O.O00,0O Rp. 130.0OO,OO

25 SULAWESI UTARA OH Rp.37O.OOO,OO Rp. 11O.OO0,OO

26 GORONTALO OH Rp.37O.OOO,OO Rp. l1O.OOO,OO _

27 SULAWESI BARAT OH Rp.41O.OOO,OO Rp. 12O.OOO,0O

28 SULAWESI SELA?AN OH Rp.430.OOO,O0 Rp. 13O.OOO,0O

29 SULAWESI TENGAH OH Rp.37O.OOO,OO Rp. 11O.OOO,OO

30 SULAWESI TENGGARA OH Rp.38O.00O,OO Rp. 11O.OOO,0O

31 MALUKU OH Rp. 380.000,00 Rp. 110.000,00

32 MALUKU UTARA OH Rp.43O.000,00 Rp. 13O.OO0,OO

33 PAPUA OH Rp. 580.000,00 Rp. 170.000,00

34 PAPUA BARAT OH Rp.480.000,00 Rp. 140.000,00

OH
Rp. 120.000,00

I

I

r



SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2O2I
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAATT DAN STAITDAR
HARGA SATUAIY BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM ITEEERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTATI KABUPATEN MURUNG RAYA.

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET PESAUIAT, BIAYA TAKSI
DAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAUIAT PERGI PULANG (PP}

NO
KOTA SATUAN BIAYA TIKET

ASAL TUJUAI{ BISITIS EKONOMI
1 JAKARTA AMBON Rp 13.285.000,00 Rp 7.081.000,00
2 JAKARTA BALIKPAPAN Rp 7.4LZ.OOA,OO Rp 3.797.OOO,OO
3 JAKARTA BANDA ACEH Rp 7.519.OOO,OO Rp 4.492.OOO,OO
4 JAKARTA BANDAR I,AMPUNG Rp 2.4O7.OOO,OO Rp 1.583.OOO,OO
5 JAKARTA BANJARMASIN Rp 5.252.OOO,OO Rp 2.995.OOO,OO
6 JAKARTA BATAM Rp 4-867.000,00 Rp 2.888.OOO,00
I JAKARTA BENGKULU Rp 4"364.000,00 Rp 2.62T.000,00
8 JAKARTA BIAK Rp 14.065.000,00 Rp 7.519.000,00
9 JAKARTA DENPASAR Rp 5.305.OOO,OO Rp 3.262.000,00
10 JAKARTA Rp 7.231.OOO,OO Rp 4.824.000,00
11 JAKARTA Rp 4.065.0OO,O0 Rp 2.46O.000,00
L2 JAKARTA Rp 14.568.000,00 Rp 8.193.OOO,OO
13 JAKARTA YOGYAKARTA Rp 4.107.OOO,OO Rp 2.268.000,00
14 JAKARTA KENDARI Rp 7.658.OOO,OO Rp 4.182.000,00
15 JAKARTA KUPANG Rp 9.413.000,O0 Rp 5.081.000,00
16 JAKARTA Rp 7.444.AAA,AO Rp 3.829.OOO,OO
17 JAKARTA Rp 4.599.OOO,OO Rp 2.695.000,00
18 JAKARTA MAMUJU Rp 7.295.OOO,OO Rp 4.867.000,00
1q JAKARTA MANADO Rp 1O.824.OOO,OO Rp 5.1O2.OOO,OO

2A JAKARTA MANOKWART Rp L6.226.OOO,OO Rp1O.824.OOO,0O
2t JAKARTA MATARAM Rp 5.316.OOO,OO Rp 3.230.000,00
22 JAKARTA MEDAN Rp 7.252.OAO,OO Rp 3.8O8.OOO,OO
oe JAKARTA PADANG Rp 5.53O.OOO,OO Rp 2.952.OOO,OO
24 JAKARTA PALANGKARAYA Rp 4.984.OAO,OO Rp 2.984.000,00
25 JAKARTA PALEMBANG Rp 3.861.000,00 Rp 2.268.000,00
26 JAKARTA PALU Rp 9.348.000,00 Rp 5.113.OOO,OO
27 JAKARTA PANGKAL PINANG Rp 3.4l"2.OOO,OO Rp 2.139.000,00
28 JAKARTA PEKANBARU Rp 5.583.000,00 Rp 3.016.000,00
29 JAKARTA PONTIANAK Rp 4.353.00O,OO w 2.781.0OO,OO
30 JAKARTA SEMARANG Rp 3.861.OO0,00 Rp 2.182.OOO,OO
31 JAKARTA SOLO Rp 3.861.000,00 Rp 2.342.000,00
32 JAKARTA SURABAYA Rp 5.466.OOO,OO Rp 2.674.000,00
33 JAKARTA TERNATE Rp 1O.OO1.OOO,OO Rp 6.664.000,00
34 JAKARTA TIMIKA Rp 13.830.000,00 Rp 7.487.OOO,OO
35 AMBON DENPASAR Rp 8.054.000,00 Rp 4.471.000,00
36 AMBON JAYAPURA Rp 7.434.000,00 Rp 4.161.000,00
37 AMBON KENDARI Rp 4.824.OOO,OO Rp 2.a56.OOO,OO

38 AMBON MAKASSAR Rp 6.022.000,0O Rp 3.455.000,00

GORONTALO
JAMBI
JAYAPURA

MAKASSAR
MAI"ANG



NO
KOTA SATUAN BIAYA TIKET

ASAL TUJUAN BISNIS EKONOil[I
39 AMBON MANOKWARI Rp 5.777.OAO,OA Rp 3.A27.OOO,0O
40 AMBON PALU Rp 6.140.O0O,OO Rp 3.508.OOO,OO
4L AMBON SORONG Rp 3.637.000,00 w 2.257.000,00
42 AMBON SURABAYA Rp 8.803.000,00 Rp 4.845.000,00
43 AMBON TERNATE Rp 4.O22.OOO,OA Rp 2.449.000,00
44 BALIKPAPAN BANDA ACEH Rp 12.739.OOO,OO Rp 6.749.000,00
45 BALIKPAPAN BATAM Rp 10.354.000,00 Rp 5.3O5.OOO,0O
46 BALIKPAPAN DENPASAR Rp 10.739.000,00 Rp 5.648.000,00
47 BALIKPAPAN JAYAPURA Rp 19.071.000,00 Rp1O.O86.OOO,00
48 BALIKPAPAN YOGYAKARTA Rp 9.669.O00,00 Rp 4.749.000,00
49 BALIKPAPAN MAKASSAR Rp 72.664.000,00 Rp 6.150.OOO,OO
50 BALIKPAPAN MANADO Rp 15.7O2.OOO,OO Rp 7.295.000,00
51 BALIKPAPAN MEDAN Rp 12.493.O00,0O Rp 6.14O.OO0,OO
52 BALIKPAPAN PADANG Rp 10.942.000,00 Rp 5.369.000,00
53 BALIKPAPAN PALEMBANG Rp 9.445.OOO,OO Rp 4.749.000,00
54 BALIKPAPAN PEKANBARU Rp 10.996.000,00 Rp 5.423.OOO,OO
55 BALIKPAPAN SEMARANG Rp 9"445.OOO,OO Rp 4.674.000,00
56 BALIKPAPAN SOLO Rp 9.445.OOO,OO Rp 4.813.OOO,OO
57 BALIKPAPAN Rp 1O.889.OOO,OO Rp 5.113.OOO,OO
58 BALIKPAPAN Rp 18.4O8.OOO,OO Rp 9.445.OOO,OO
59 BANDA ACEH DENPASAR Rp 1O.835.OOO,OO Rp 6.279.000,00
60 BANDA ACEH Rp 19.167.000,00 Rp1O.717.OOO,OO
61 BANDA ACEH Rp 9.765.OOO,O0 Rp 5.38O.OOO,OO

62 BANDA ACEH MAKASSAR Rp 12.76O.000,00 Rp 6.781.000,00
63 BANDA ACEH MANADO Rp 15.798.O0O,OO Rp 7.926.000,00
64 BANDA ACEH PONTIANAK Rp 9.99O.OOO,OO Rp 5.84O.OOO,OO

65 BANDA ACEH SEMARANG Rp 9.53O.OOO,OO Rp 5.3O5.OOO,OO

66 BANDA ACEH Rp 9.53O.O0O,OO Rp 5.444.OOO,OO
67 BANDA ACEH SURABAYA Rp 1O.985.OOO,OO Rp 5.744.OO0,OO
68 BANDA ACEH Rp 18.5O4.OOO,OO Rp1O.O76.OOO,OO
69 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN Rp 8.129.OOO,OO Rp 4.129.000,00
70 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH Rp B.225.OOO,OO Rp 4.76O.000,00
7L BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN Rp 6.193.OOO,OO Rp 3.412.OO0,O0
72 BANDAR LAMPUNG BATAM Rp 5,B4O.O0O,O0 Rp 3-316.000,00
73 BANDAR LAMPUNG BIAK Rp 14.119.OOO,OO w 7.487.OOO,OO
74 BANDAR LAMPUNG DENPASAR Rp 6.236.000,00 Rp 3.647.000,00
75 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA Rp 14.568.000,00 Rp 8.097.000,00
76 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA Rp 5.155.O0O,OO Rp 2.760.000,00
77 BANDAR LAMPUNG KENDARI Rp 8.354.O0O,0O Rp 4.482.OOO,OO
78 BANDAR LAMPUNG MAKASSAR Rp 8.161.000,00 Rp 4.161.000,00
79 BANDAR LAMPUNG MALANG Rp 5.594.OOO,OO Rp 3.134.OOO,OO
80 BANDAR LAMPUNG MANADO Rp 1 1.199.000,00 Rp 5.305.000,00
81 BANDAR LAMPUNG MATARAM Rp 6.246.000,00 Rp 3.626.000,00
a2 BANDAR LAMPUNG MEDAN Rp 7.979.OOO,OO Rp 4.15O.OOO,OO

83 BANDAR LAMPUNG PADANG Rp 6.439.000,00 Rp 3.380.000,00
84 BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA Rp 5.947.000,00 Rp 3.401.000,00
85 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG Rp 4.931.OOO,OO Rp 2.76O.000,00
B6 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU Rp 6.482.OOO,OO Rp 3.433.OOO,OO
a7 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK Rp 5.38O.OOO,OO Rp 3.22O.OOO,OO
88 BANDAR LAMPUNG SEMARANG Rp 4.931.OOO,OO Rp 2.685.000,00
B9 BANDAR LAMPUNG soLo Rp 4.931.0OO,OO Rp 2.a24.OOO,OO

90 BANDAR I.A,MPUNG SURABAYA Rp 6.386.000,00 Rp 3.123.OOO,OO

91 BANDAR LAMPUNG Rp 13,9O5-OOO,OO Rp 7.455.OOO,OO

92 BANDUNG BATAM Rp 6.289.000,00 Rp 3.583.000,00

SURARAYA
TIMIKA

JAYAPURA
YOGYAKARTA

Hffi

SOLO

TIMIKA

TIMIKA



ilo KOTA SATUAI{ BIAYA TIKEI
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

93 BANDUNG DENPASAR Rp 5.626.AOO,OO Rp 3.252.OOO,OO
94 BANDUNG Rp 2.064.000,00 Rp 1.476.000,00
95 BANDUNG JAMBI Rp 5.006.000,00 Rp 2.941.000,00
96 BANDUNG YOGYAKARTA Rp 3.369.00O,O0 Rp 2.129.OOO,OO
97 BANDUNG PADANG Rp 6.129.000,00 Rp 3.508.000,00
98 BANDUNG PALEMBANG Rp 4.385.OOO,OO Rp 2.631.OOO,OO
99 BANDUNG PANGKAL PINANG Rp 4.599.0OO,00 Rp 2.738.000,00
100 BANDUNG PEKANBARU Rp 6.525.000,00 Rp 3.7O1.OOO,OO
101 BANDUNG SEMARANG Rp 3.027.OOO,OO Rp 1.957.00O,OO
L02 BANDUNG SOLO Rp 3.647.000,00 Rp 2.268.000,00
103 BANDUNG SURABAYA Rp 4.824.OAO,AA Rp 2.856.000,00
104 BANDUNG TANJUNG PANDAN Rp 4.439.00O,00 Rp 2.663.000,00
105 BANJARMASIN BANDA ACEH Rp LO.792.O0O,OO Rp 6.022.000,00
106 BANJARMASIN BATAM Rp 8.4O7.OOO,0O Rp 4.578.OOO,OO
L07 BANJARMASIN BIAK Rp 16.686.000,00 Rp 8.749.000,00
108 BANJARMASIN DENPASAR Rp 8.792.000,00 Rp 4.92O.OOO,0O
109 BANJARMASIN JAYAPURA Rp 17" 135.OOO,OO Rp 9.359.000,00
110 BANJARMASIN YOGYAKARTA Rp 7.723.OOO,OA Rp 4.422-OOO,OO
111 BANJARMASIN MEDAN Rp 1O.546.000,00 Rp 5.412.OOO,OO
tL2 BANJARMASIN PADANG Rp 9.006.000,00 Rp 4.642.000,00
113 BANJARMASIN PALEMBANG Rp 7.498.00O,O0 Rp 4-O22.OOO,OO

LL4 BANJARMASIN PEKANBARU Rp 9.O49.O0O,OO Rp 4.696-000,00
115 BANJARMASIN SEMARANG Rp 7.498.OOO,OO Rp 3.958.000,00
116 BANJARMASIN SOLO Rp 7.498.OOO,OO Rp 4.O97.OOO,OO
tL7 BANJARMASIN SURABAYA Rp 8.942.OOO,OO Rp 4.385.OOO,OO
118 BANJARMASIN TIMIKA Rp 16.472.OOO,OO Rp 8.717.O00,0O
119 BATAM BANDA ACEH Rp 10.439.O00,O0 Rp 5.936.000,00
L20 BATAM DENPASAR Rp 8.450.000,00 Rp 4.824.000,00
12L BATAM Rp 16.782.000,00 Rp 9.263.000,00
122 BATAM Rp 7.37O.OOO,OO Rp 3.936.000,00
123 BATAM Rp 1O.375.OOO,OO Rp 5.337.OOO,OO
124 BATAM Rp 13.413.OOO,OO Rp 6.482.000,00
125 BATAM MEDAN Rp 10.193.0OO,O0 Rp 5.316.000,00
L26 BATAM PADANG Rp 8.653.OOO,OO Rp 4.546.000,00
L27 BATAM Rp 7.145.OOO,OO Rp 3.936.000,00
12A BATAM PEKANBARU Rp 8.707.000,00 Rp 4.599.000,00
129 BATAM PONTIANAK Rp 7.594.OOO,OO Rp 4.396.000,00
130 BATAM SEMARANG Rp 7.145.OOO,OO Rp 3.861.OOO,OO
131 BATAM SOLO Rp 7.145.OOO,OO Rp 4.OOO.OOO,OO

L32 BATAM SURABAYA Rp 8.600.O0O,OO Rp a.3OO.O0O,OO
133 BATAM TIMIKA Rp 16.1 19.OOO,OO Rp 8.621.000,00
L34 BENGKULU PALEMBANG Rp 2.899.0OO,O0 Rp 1.893.OOO,OO
135 BIAK BALIKPAPAN Rp L8.622,000,00 Rp 9,477.000,00
136 BIAK BANDA ACEH Rp 18.718.000,00 Rp1O.108.OOO,OO
L37 BIAK BATAM Rp 16.333.000,00 Rp 8.664.000,00
138 BIAK DENPASAR Rp 16.729.000,00 Rp 8.995.000,00
139 BIAK JAYAPURA Rp 3.615.OOO,OO Rp 2.321.OOO,OO
L4A BIAK YOGYAKARTA Rp 15.648.000,00 Rp 8.1O8.O0O,OO
141 BIAK MANADO Rp 11.734.OOO,O0 Rp 6.353.000,00
t42 BIAK MEDAN Rp 18.472.000,00 Rp 9.498.000,00
143 BIAK PADANG Rp 16.932.OOO,OO Rp 8.728.OOO,OO
t44 BIAK PALEMBANG Rp 15.424.OOO,OO Rp 8.1O8.OOO,OO

145 BIAK PEKANBARU Rp 16.985.000,00 Rp 8.781.000,00
L46 BIAK PONTIANAK Rp 15.873.000,00 Rp 8.568.000,00

JAKARTA

I

JAYAPURA
YOGYAKARTA
MAKASSAR
MANADO

PALEMBANG



t{o KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS EKOT{OMI

t47 BIAK SURABAYA Rp L2.782.OOO,OO Rp 7.O81.OOO,OO
148 BIAK TIMIKA Rp 5.808.000,00 Rp 3.444.000,00
149 DENPASAR JAYAPURA Rp 11.680.000,00 Rp 6.845.000,00
150 DENPASAR KUPANG Rp 5.091.OOO,OO Rp 2.952.OOO,OO
151 DENPASAR MAKASSAR Rp 4.182.000,00 Rp 2.631.000,00
t52 DENPASAR MANADO Rp 7.851.OOO,OO Rp 4.27B.OOO,OO
153 DENPASAR MATARAM Rp 1.84O.OOO,OO Rp 1.39O.OOO,OO
L54 DENPASAR MEDAN Rp 1O.589.OOO,OO Rp 5.658.000,00
155 DENPASAR Rp 9.O49.OOO,O0 Rp 4.888.OOO,OO
156 DENPASAR PALANGKARAYA Rp 8.557.OOO,OO Rp 4.9O9.OOO,OO
757 DENPASAR PALEMBANG Rp 7.541.OOO,OO Rp 4.278.000,00
158 DENPASAR PEKANBARU Rp 9.092.000,00 Rp 4.942.000,00
159 DENPASAR PONTIANAK Rp 7.99O.OOO,OO Rp 4.738.OOO,OO
160 DENPASAR TIMIKA Rp 10.140.000,00 Rp 6.129.000,00
161 JAMBI BALIKPAPAN Rp 7.733.000,00 Rp 4.4O7.0OO,OO
t62 JAMBI BANJARMASIN Rp 7.690.OOO,OO Rp 4.L93.000,00
163 JAMBI DENPASAR Rp 7.733.000,O0 Rp 4.439.000,00
L64 JAMBI YOGYAKARTA Rp 6.653.OOO,OO Rp 3.551.OOO,00

JAMBI KUPANG Rp 11.434.OOO,OO Rp 6.O75.000,00
166 JAMBI Rp 9.659.00O,00 Rp 4.952.000,00
L67 JAMBI MALANG Rp 7.O91.OOO,OO Rp 3.925.OOO,OO
168 JAMBI Rp I2-7A7.OOO,O0 Rp 6.O97.000,00
r69 JAMBI Rp 7.444.OAA,OA Rp 4.193.000,00
L70 JAMBI PONTIANAK Rp 6.878.OOO,0O Rp 4.011.000,00
17L JAMBI SEMARANG Rp 6.428.000,00 Rp 3.476.000,00
172 Rp 6.428.OOO,OO Rp 3.615.OO0,OO
173 JAMBI SURABAYA Rp 7.883.OOO,OO Rp 3.915.000,00
L74 JAYAPURA YOGYAKARTA w L3.274.OOO,O0 Rp 7.69O.000,00
175 JAYAPURA MANADO Rp 22.109.OOO,OO Rp11.263.OOO,OO
176 JAYAPURA MEDAN Rp 18.932.OOO,OO Rp1O.O97.OOO,OO
177 JAYAPURA PADANG Rp 17.381,O0O,O0 Rp 9.327.00O,OO
L7A JAYAPURA PALEMBANG Rp 15.873.OOO,OO Rp 8.717.OOO,OO
1V9 JAYAPURA PEKANBARU Rp 17.435.0OO,OO Rp 9.38O.OOO,0O
180 JAYAPURA Rp 16.322.000,00 Rp 9.177.OOO,OO
181 JAYAPURA TIMIKA Rp 3.615.OOO,OO Rp 2.289.OOO,0O
182 YOGYAKARTA DENPASAR Rp 3.861.OO0,O0 Rp 2. 81.OOO,O0
183 MAKASSAR Rp 6.525.000,00 Rp 3.893.000,00
184 YOGYAKARTA MANADO Rp 1O.536.000,00 Rp 5.722.OOO,OO
185 YOGYAKARTA MEDAN Rp 9.519.OOO,OO Rp 4.77O.OOO,OO
186 YOGYAKARTA PADANG Rp 7.969.000,00 Rp 4.000.000,00
t87 YOGYAKARTA PALEMBANG Rp 6.460.OOO,O0 Rp 3.38O.0OO,OO
188 YOGYAKARTA PEKANBARU Rp 8.O22.OOO,OO Rp 4.O54.OOO,OO
189 YOGYAKARTA PONTIANAK Rp 6.91O.OOO,O0 Rp 3.84O.OOO,OO
190 YOGYAKARTA TIMIKA Rp 11.894.000,00 Rp 7.O38.OOO,OO
191 KENDARI BANDA ACEH Rp 12.953.OOO,OO Rp 7.1O2.OOO,OO
192 KENDARI BATAM Rp 10.568.000,00 Rp 5.658.000,00
193 KENDARI DENPASAR Rp 5.455.OOO,OO Rp 3.273.OOO,OO
L94 KENDART YOGYAKARTA Rp 8.129.OOO,OO Rp 4.7O6.000,00
195 KENDARI PADANG Rp 11.167.000,00 Rp 5.722.OOO,OO
L96 KENDARI PALEMBANG Rp 9.659.OO0,O0 Rp 5.1O2.OOO,OO

KENDARI PEKANBARU Rp 11.22O-OOO,OO Rp 5.776.000,00
198 KENDARI SEMARANG Rp 9.659.OOO.OO Rp 5.O27.OO0,OO
199 KENDARI SOLO Rp 9.659.000,00 Rp 5.166.000,00
200 KENDARI SURABAYA Rp 1 1.1O3.OOO,OO Rp 5.466.000,00

PADANG
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I MAKASSAR
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NO
KOTA SATUAil BIAYA TIKET

ASAL BISNIS EKONOMI
201 KENDAzu TIMIKA Rp 18.633.OOO,OO Rp 9.798.0OO,OO
202 KUPANG JAYAPURA Rp 14.386.000,00 Rp 8.108.000,00
203 KUPANG YOGYAKARTA Rp 7.348.000,00 Rp 4.182.000,00
204 KUPANG MAKASSAR Rp 7.637.OOO,OO Rp 4.311.O0O,O0
205 KUPANG MANADO Rp 11.648.000,00 Rp 6.140.000,00
206 KUPANG SURABAYA Rp 6.749.OAO,OO Rp 3.722.OOO,OO
207 MAKASSAR BIAK Rp 8.493.000,00 Rp 4.931.000,00
208 MAKASSAR JAYAPURA Rp 1O.193.OOO,OO Rp 5.787.OOO,OO
249 MAKASSAR KENDARI Rp 2.663.OOO,OO Rp 1.786.000,00
2to MAKASSAR MANADO Rp 5.327.000,00 Rp 2.909.000,00
2L7 MAKASSAR TIMIKA Rp 77.723.OOO,OO Rp 6.567.000,00
212 MAI,ANG BALIKPAPAN Rp 10.108.000,00 Rp 5.134.000,00
213 MALANG BANDA ACEH Rp 10.204.000,00 Rp 5.765.000,00
2L4 MALANG BANJARMASIN Rp 8.161.000,00 Rp 4.4O7.OOO,OO
215 MALANG BATAM Rp 7.819.000,00 Rp 4.311.000,00
216 MALANG BIAK Rp 16.O87.OOO,OO Rp 8.482.OOO,OO
2t7 MAI,ANG JAYAPURA Rp 16.536.000,00 Rp 9.O92.OOO,0O
2L8 MALANG KENDARI Rp 1O.322.OOO,OO Rp 5.487.0OO,O0
219 MALANG Rp 1O.129.OOO,OO Rp 5.166.000,00
224 MAI/.NG Rp 13.167.000,00 Rp 6.311.OOO,OO
22r MALANG MEDAN Rp 9.958.00O,O0 Rp 5.145.000,00
222 MALANG PADANG Rp 8.418.000,00 Rp 4.385.OOO,00
223 MAI,ANG PALANGKARAYA Rp 7.915.OOO,OO Rp 4"4O7-OOO,OO
224 MAI.ANG PALEMBANG Rp 6.899.O00,OO Rp 3.765.000,00
225 MALANG PEKANBARU Rp 8.461.OOO,OO Rp 4.439.OO0,O0
226 MAI..ANG TIMIKA Rp 15.873.OOO,0O Rp 8.461.OOO,OO
227 MANADO MEDAN Rp 5.552.00O,O0 Rp 7.316.000,00
228 MANADO PADANG Rp 14.012.000,00 Rp 6.546.000,00
229 MANADO Rp 12.5O4.OOO,OO Rp 5.926.000,00
23A MANADO Rp 1 .O55.O0O,OO Rp 6.599.000,00
23L MANADO Rp 12.953.000,00 Rp 6.396"000,00
232 MANADO SEMARANG Rp 12.SOa.OOO,OO Rp 5.851.OOO,OO
233 MANADO Rp l2.5O4.OOO,OO Rp 5.99O.OOO,OO
234 MANADO Rp 9.937.OOO,OO Rp 5.262.000,00
235 MANADO TIMIKA Rp 16.1B3.OOO,OO Rp B.995.OOO,OO
236 MATARAM BALIKPAPAN Rp 1O.75O.O0O,OO Rp 5.615.OO0,00
237 MATARAM BANDA ACEH Rp 10.846.000,00 Rp 6.246.000,00
238 MATARAM BANJARMASIN Rp 8.8O3.OOO,OO Rp 4.888.OOO,OO
239 MATARAM BATAM Rp 8.461.OOO,OO Rp 4.BO3.O0O,OO
240 MATARAM BIAK Rp 11.552.000,00 Rp 6.546.000,00
24L MATARAM JAYAPURA Rp 13.O92.O00,OO Rp 7.327.OOO,OO
242 YOGYAKARTA Rp 4.417.OO0,O0 Rp 2.781.OO0,OO
243 MATARAM MAKASSAR Rp 4.7L7.OOA,OO Rp 2.909.000,00
244 MATARAM MANADO Rp 8.717.OO0.OO Rp 4.738.OOO,OO
245 MATARAM MEDAN Rp 10.600.000,00 Rp 5.637.000,00
2+6 MATARAM PADANG Rp 9.060.OOO,OO Rp 4.867.000,00
247 MATARAM PALEMBANG Rp 7.551.OOO,OO Rp 4.246.000,00
248 MATARAM PEKANBARU Rp 9.102.OOO,OO Rp 4.9O9.OOO,OO
249 MATARAM PONTIANAK Rp 8.OO1.OO0,OO Rp 4.7O6.000,00
250 MATARAM SURARAYA Rp 3.829.OOO,OO Rp 2.321.OOO,OO
25L MEDAN BANDA ACEH Rp 3.466.000,00 Rp 2.193.000,00
252 MEDAN MAKASSAR Rp 12.514.OOO,00 Rp 6,172,000,00
253 MEDAN PONTIANAK Rp 9.733.000,00 Rp 5.23O.OOO,OO
254 MEDAN SEMARANG Rp 9.284.0O0,O0 Rp 4.696.000,00

TUJUAN

MAKASSAR
MANADO

Irfttffi{}f

PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK

SOLO
SURABAYA

MATARAM



NO
KOTA SATUAN BIAYA TIKET

ASAL TUJIIAN BISNIS EKONOMI
255 MEDAN SOLO Rp 9.2B4.OOO,OA Rp 4.835.OOO,OO
256 MEDAN SURARAYA Rp 10.739.000,00 Rp 5.134.000,00
257 MEDAN TIMIKA Rp 18.258.000,00 Rp 9.aSS.OOO,OO
2s8 MAKASSAR Rp 10.974.000,00 Rp S.aO2.OOO,O0
259 PADANG PONTIANAK Rp 8.193.000,00 Rp 4.460.000,00
260 PADANG SEMARANG Rp 7.744.OOO,OO Rp 3.925.OOO,OO
26L PADANG SOLO Rp 7.744.OOO,OO Rp 4.065.000,00
262 PADANG SURABAYA Rp 9.199.OOO,OO Rp 4.364.000,00
263 PADANG TIMIKA Rp 16.718.O0O,O0 Rp 8.685.000,00
264 PALANGKARAYA BANDA ACEH Rp 10.546.000,00 Rp 6.022.000,00
265 PALANGKARAYA BATAM Rp 8.767.OOO,OO Rp 4.578.OOO,OO
266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA Rp 7.477.OOA,OO Rp 4.A22.O0O,OO
267 PALANGKARAYA MATARAM Rp 8.557.000,00 Rp 4.888.000,00
268 PALANGKARAYA MEDAN Rp 10.300.000,00 Rp 5.412.000,00
269 PALANGKARAYA PADANG Rp 8.760.OOO,OO Rp 4.642.000,00
270 PALANGKARAYA PALEMBANG Rp 7.252.OOO,AO Rp 4.O22.OOO,OO
27L PALANGKARAYA PEKANBARU Rp 8.8O3.OO0,OO Rp 4.696.000,00
272 PALANGKARAYA SEMARANG Rp 7.252.OAA,AO Rp 3.947.OOO,OO
273 PALANGKARAYA SOLO Rp 7.252.000,0O Rp 4.O86.000,00
274 PALANGKARAYA SURABAYA Rp 8.696.OOO,OO Rp 4.385.OOO,OO
275 PALEMBANG BALIKPAPAN Rp 9.894.OOO,OO Rp 5.22O.OO0,OO
276 PALEMBANG MAKASSAR Rp 9.466.000,O0 Rp 4.781.000,00
277 PALEMBANG Rp 6.685.OOO,OO Rp 3.84O.O0O,OO
27A PALEMBANG SEMARANG Rp 6.236.OOO,0O Rp 3.3O5.OOO,OO
279 PAIEMBANG SOLO Rp 6.236.00O,OO Rp 3.444.000,00
284 PALEMBANG SURABAYA Rp 7.690.OOO,OO Rp 3.744.OOO,OO
281 PALEMBANG Rp 15.2IO.OOO,OO Rp 8.076.000,00
282 PALU MAKASSAR Rp 4.268.OOO,OO Rp 2.578.OOO,OO
283 PALU POSO Rp 1.957.OOO,OO Rp 1.423.OOO,OO
284 PALU SORONG Rp 6.87B.OOO,OO Rp 3.883.OOO,OO
285 PALU SURABAYA Rp 6.878.OOO,OO Rp 3.883.OOO,OO
286 PAI,U Rp 2.941.0OO,OO Rp 1.915.OOO,OO
287 PANGKAL PINANG BALIKPAPAN Rp 9.038.OO0,0O Rp 4.63I".OO0,OO
288 PANGKAL PINANG Rp 7.O91.OOO,O0 Rp 3.915.OOO,OO
289 PANGKAL PINANG BATAM Rp 6.739.0O0,OO Rp 3.818.OOO,OO
294 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA Rp 5.065.OOO,OO Rp 3.262.000,00
291 PANGKAL PINANG MAKASSAR Rp 9.060.O00,00 Rp 4.663.000,00
292 PANGKAL PINANG MANADO Rp 12.O97.OOO,OO Rp 5.8O8.OOO,OO
293 PANGKAL PINANG MEDAN Rp 8.888.0O0,0O Rp 4.653.OOO,OO
294 PANGKAL PINANG PADANG Rp 7.337.000,00 Rp 3.883.000,00
295 PANGKAL PINANG PALEMBANG Rp 5.829.OOO,OO Rp 3.262.000,00
296 PANGKAL PINANG PEKANBARU Rp 7.391.OOO,OO Rp 3.936.000,00
297 PANGKAL PINANG PONTIANAK Rp 6.279.OOO,OO Rp 3.733.000,00
298 PANGKAL PINANG SEMARANG Rp 5.829.OOO,OO Rp 3.187.000,00
299 PANGKAL PINANG SOLO Rp 5.829.OOO,OO Rp 3.326.000,00
300 PANGKAL PINANG SURABAYA Rp 7.284.OOO,OO Rp 3.626.000,00
30L PEKANBARU PONTIANAK Rp 8.247.OOO,0O Rp 4.514.OOO,OO
302 PEKANBARU SEMARANG Rp 7.797.AOO,OO Rp 3.979.OOO,OO
303 PEKANBARU SOLO Rp 7.797.OOO,OA Rp 4.118.OOO,OO
304 PEKANBARU SURABAYA Rp 9.241.OOO,OO Rp 4.4O7.OOO,OO
305 PEKANBARU TIMIKA Rp 16.771.000,00 Rp 8.739.000,00
306 PONTIANAK MAKASSAR 9.915.OOO,OO Rp 5.241.OOO,OO
347 PONTIANAK SEMARANG Rp 6.685.OOO,OO Rp 3.765.000,00
308 PONTIANAK SOLO Rp 6.685.000,00 Rp 3.904.000,00

PADANG

V

PONTIANAK

TIMIKA

TOLI-TOLI

BANJARMASIN



NO
KO"A SATUAT{ BIAYA TIKEI

ASAI, TUJUAT{ BISNIS EKONOMI
309 PONTIANAK SURABAYA Rp 8.140.O0O,OO Rp 4.2O4.OOO,OO
310 PONTIANAK TIMIKA Rp 15.659.000,00 Rp 8.535.000,00
311 SEMARANG MAKASSAR Rp 9.466.000,00 Rp 4.706.000,00
3L2 SOLO MAKASSAR Rp 9.466.OOO,OO Rp 4.845.OOO,OO
313 SURABAYA DENPASAR Rp 3.198.000,00 Rp 1.979.000,00
314 SURABAYA JAYAPURA Rp 2.675.OOO,OO Rp 7.23L.000,00
315 SURABAYA MAKASSAR Rp 5.936.OOO,OO Rp 3.433.OOO,OO
316 SURABAYA TIMIKA Rp 11.295.000,00 Rp 6.589.000,00

Keterangan :

1. Satuan biaya tiket pesawat pedalanan dinas dalam negeri merupakan biaya
untuk pembelian tiket pesawat udara pergl pulang (PP) dari bandara
keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.

2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan
melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam tabel tersebut di atas,
sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil {pembiayaan secara at cost).

B. SATUAN BIAYA TAKSI

NO BESARAII
(U tzl {3t {41

1 ACEH Orang / Kaii Rp 123.OOO,OO
2 SUMATERA UTARA Orans / Kal1 Rp 232.OOO,OO
3 RIAU Orang / Kali Rp 94.OOO,O0
4 KEPULAUAN RIAU Orang / Kali Rp 137.OOO,OO
5 JAMBI Orans / KaLi Rp 147.OOO,OO
6 SUMATERA BARAT Orans I Kali Rp 19O.OOO,O0
I SUMATERA SELATAN Orang I Kall Rp 19O.OOO,OO

8 Orang / Kali Rp 167-000,00
9 BENGKULU Orans I Kili Rp 1O9.OOO,OO

10 Orang I K:ali Rp 90.ooo,oo
11 BANTEN Orang I KaJi Rp 446.000,00
12 JAWA BARAT Orang / Kall Rp 166.000,00
13 D.K.I. JAKARTA Orang I Kalt Rp 256.000,00
L4 JAWA TENGAH Orang I Kali Rp 75.000,00
15 D.I. YOGYAKARTA Orang / Kali Rp 118.000,00
16 JAWA TIMUR Orans I KaJi Rp 194.OOO,O0
L7 BALI Orang / Kali Rp 159.OOO,OO
18 NUSA TENGGARA BARAT Orang I Kall Rp 231.OOO,OO
19 NUSA TENGGARA TIMUR Orans I Kali Rp 1O8.OOO,0O
20 KALIMANTAN BARAT Orans / Kali Rp 135.OOO,OO
2L KALIMANTAN TENGAH Orang / Kali Rp 1 1 1.00O,O0
22 KALIMANTAN SELATAN Orans / KaJi Rp 15O.OOO,OO

23 KALIMANTAN TIMUR Orans / Kali Rp 450.OO0,OO
24 KALIMANTAN UTARA Orans / Kali Rp 1O2.OOO,OO
25 SULAWESI UTARA Orang / Kali Rp 138.OOO,OO

26 GORONTALO Orans I Kali Rp 240.000,00
27 SULAWESI BARAT Orang I Kali Rp 313.000,00
2E SULAWESI SELATAN Orang / KaIi Rp 145.0OO,OO
29 SULAWESI TENGAH Orang I Kali Rp 165.000,00

ff
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NO PROVINSI SATUAIT BESARAIII
(U t2t (3t (41
30 SULAWESI STENGGARA Orang / Kali Rp 171.000,00
31 MALUKU Orang I Kal;- Rp 240.000,00
32 MALUKU UTARA Orans I KaLi Rp 215-OOO,OO
33 PAPUA Orang / KaJi Rp 431.OOO,O0
34 PAPUA BARAT Orang / Kali Rp 182.000,00

Keterangan :

1. Satuan biaya taksi digunakan untuk men)rusun perencanaan kebutuhan biaya
1 (satu) kali perjalanan taksi keberangkatan dari tempat kedudukan asal
menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun sampai dengan ke tempat
tujuan dan 1 (satu) kali perjalanan taksi kepulangan dari tempat tujuan
menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun sampai dengan tempat
kedudukan asal.

2. Dalam hal lokasi tempat kedudukan atau lokasi tempat tujuan tidak dapat
dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau
biaya transportasi lainnya.

3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi
besaran standar biaya taksi dalam tabel tersebut di atas sepanjang didukung
dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at costl.

Contoh:
Saudara A sebagai pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Murung Raya ke Yoryakarta,
alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1) Satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan {kantor} di Kabupaten
Murung Raya ke penginapan di Palangkaraya {tidak tersedia taksi}
menggunakan moda transportasi darat dan dapat diberikan pembiayaan
secara at cost;

2l Satuan biaya taksi dari penginapan di Palangkaraya menuju Bandara ljilik
Riwut Palangkaraya;

3) Satuan biaya taksi dari bandara Adi Sutjipto Yograkarta menuju
penginapan; dan

4) Satuan biaya taksi dari penginapan menuju tempat tujuan penugasan.

b. Kepulangan

U Satuan biaya taksi dari tempat tujuan penLrgasan menuju penginapan;

2) Satuan biaya taksi penginapan menuju bandara Adi Sutjipto Yograkarta;
3) Satuan biaya taksi dari Bandara Tilik Riwut Palangkaraya menuju

penginapan di Palangkaraya; dan
4l Satuan biaya transportasi dari penginapan di Palangkaraya ke tempat

kedudukan (kantor) di Kabupaten Mrlrung Raya (tidak tersedia taksi)
menggunakan moda transportasi darat dan dapat diberikan pembiayaan
secara at cost.

-



C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT

NO
IBUKOTA
PROvIItSiI

KABUPATEN/
KOTA TUJUAII

SATUAN BESARAI'I

(U l2l {31 (41 (sl

ACEH

1 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/ Kali Rp 275.000,00
2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/ Kali Rp 298.000,00
3 Banda Aceh Kab. Aceh Besar Orang/ Kali Rp 183.000,00
4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/ Kali Rp 238.OOO,OO

5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Orang/ Kali Rp 325.OOO,OO

6 Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Orang/ KaIi Rp 420.000,00
7 Kab. Aceh Tamiang Orang/ Kali Rp 315.000,00
8 Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Orang/ Kali Rp 293.000,00
9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/ Kali Rp 460.000,00
10 Banda Aceh kab. Aceh Timur Orang/ Kali Rp 289.OOO,OO

11 Banda Aceh Kab. Aceh Utara Orangl Kali Rp 27O.0O0,0O

t2 Banda Aceh Orangl Kali Rp 278.OOO,OO

13 Banda Aceh Orang/ Kali Rp 22O.OOO,OO

14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues Orang/ Kali Rp 37O.OOO,OO

15 Banda Aceh Kab. Nangan Raya Orang/ Kali Rp 275.OOO,OO

16 Banda Aceh Kab. Pidie Orang/ Kali Rp 19O.OOO,OO

L7 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang/ Kali Rp 2O5.OOO,OO

18 Banda Aceh Kota l"angsa Orang/ Kali Rp 3Ol.OOO,OO

19 Banda Aceh Orang/ Kali Rp 24O.OOO,OO

20 Banda Aceh Orang/ Kali Rp 4OO.OOO,OO

STII}IATTRA UTARA

21 Medan Kab. Asahan Orang/ Kali Rp 259.000,00
22 Medan Kab. Batubara Orang/ Kali Rp 225.OOO,OO

23 Medan Orang/ Kali Rp 27O.OO0,OO

24 Medan Kab. Deli Serdang Orang/ Kali Rp 186.000,00
25 Medan Kab. Humbang Hasundutan Arang/ KaJn Rp SOO.OOO,OO

26 Medan kab. Karo Orang/ Kali Rp 20O.OOO,OO

27 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/ Kali Rp 287.000,00
28 Medan Kab. Labuhan Batu Selatan Orang/ KaIi Rp 360.000,00
29 Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orung/ KaJi Rp 30O.OOO,OO

30 Medan Kab. Langkat Orang/ Kali Rp 186.000,00
31 Medan Kab. Mendailing Natal Orang/ Kali Rp 42O.O0O,O0

32 Medan Kab. Padang Lawas Orang/ Kali Rp 42O.OOO,OO

33 Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/ KaIi Rp 42O.OOO,OO

34 Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/ Kali Rp 300.000,00
35 Medan Kab. Samosir Orang/ Kali Rp 330.000,00
36 Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/ Kali Rp 2OO.OOO,0O

37 Medan Kab. Simalungun Orang/ Kali Rp 264.000,00
38 Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/ KaIi Rp 328.OOO,OO

39 Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/ Kali Rp 345.OOO,OO

40 Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/ Kali Rp 330.000,00
4l Medan Kab. Toba Orang/ Kali Rp 300.000,00
42 Medan Kota Binjai Orang/ Kali Rp 180.000,00

Banda Aceh

Kab. Bener Meriatr
Kab. Bireuen

Kota Lhokseumawe
Kota Subulussalam

G

Kab. Dairi



!to IBUKOTA
PROVINSI

KABUPATEN/
KOTA TUJUAI{

SA?UAN BESARAN

(U tzl (31 {41 (51

43 Medan Kota Pematang Siantar Orang/ Kali Rp 225.000,00
44 Medan Kota Sibolga Orang/ l(a1i Rp 345.000,00
45 Medan Kota Tanjung Balai Orang/ KaIi Rp 285.000,00
46 Medan Kota Tebing Tinggt Orang/ Kali Rp 203.000,00

RIAU

47 Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/ Kali Rp 38O.OOO,OO

48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orangl Kali Rp 315.000,00
49 Pekanbaru Kab. Kampar Orang/ Kali Rp 2OO.0OO,OO

50 Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/ Kali Rp 3O0.OOO,OO

51 Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/ Kali Rp 225.000,00
52 Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orangl Kali Rp 35O.OOO,OO

53 Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orangl Kali Rp 322.000,00
54 Pekanbaru Kab. Siak Orang/ Kali Rp 35O.OOO,OO

5s Pekanbaru Kota Dumai Orangl Kali Rp 400.000,00

KEPT'LAUAIS RIAU

56 Tanjung Pinang Kab. Bintan Orangl KaIi Rp 185-OOO,O0

JA![BI

57 Jarnbi Kab. Batanghari Orang/ Kali Rp L?S.OOO,OO

58 .Iarnbi Kab. Bungo Orang/ Kali Rp 27O.OOO,OO

59 Jambi Kab. Kerinci Orang/ Kali Rp 325-O0O,OO

60 Jambi Kab. Merangin Orang/ Kali Rp 260,000,00
6L Jambi Orang/ Kali Rp 17O.OOO,OO

62 Jambi Kab. Sarolangun Orang/ Kali Rp 241.OOO,OO

63 Jarnbi Kab. Tanjung Jabung Barat Atangl Kali Rp 225.OOO,OO

64 Jambi Kab- Tanjung Jabung Timur Orangl Kali Rp 19O.OOO,OO

65 Jambi Kab. Tebo Orxrgl Kah Rp 250.000,00
66 .Iarnbi Kota Sungai Penuh Orang/ Kali Rp 3O8.OOO,OO

SIru.tr*TERA BARAT

67 Padang Kab. Agarn Orang/ Kali Rp 225.0OO,OO

68 Padang Kab. Dharmasraya Orangl Kali Rp 25O.OO0,00

69 Padang Kab. Lima Puluh Kota Orang/ Kali Rp 225.000,00
70 Padang Kab. Padang Pariaman Orang/ Kali Rp 205.000,00
7t Padang Kab. Pasaman Orangl Kali Rp 25O.OOO,OO

72 Padang Kab. Pasaman Barat Orang/ Kali Rp 25O.OOO,OO

73 Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/ Kali Rp 205.000,00
74 Padang Kab. Sijunjung Orang/ Kali Rp 225.000,00
75 Padang Kab. Solok Orang/ Kali Rp 210.000,00
76 Padang Kab. Solok Selatan Orang/ KaTt Rp 25O.OOO,OO

77 Padang Kab. Tanah datar Orang/ Kali Rp 220.000,00
7A Padang Kota Bukit Tinggi Orang/ Kali Rp 215.OOO,OO

79 Padang Kota Padang Panjang Orang/ Kali Rp 27O.AOO,OA

80 Padang Kota Pariarnan Orang/ Kali Rp 200.000,00

81 Padang Kota Payakumbuh Orang/ Kali Rp 225.000,00
82 Padang Kota Sawahlunto Orang/ Kali Rp 215.000,00

83 Padang Kota Solok Orang/ Kali Rp 21O.OOO,OO

Kab. Muaro Jambi



NO.
IBUKOTA
PROVINSI

KABUPATEN/
KOTA TUJUAI{

SATUAT{ BESARAI{

(U (21 (31 {4I (51

SUMATERA SELATAI{

84 Palembang Kab. Banyuasin Orang/ Kali Rp 203.000,00
85 Palembang Kab. Empat Lawang Orangl Kali Rp 315.000,00
86 Palembang Kab. Lahat Orang/ Kali Rp 25O.OOO,OO

87 Palembang Kab- Muara Enim Orang/ KaJi Rp 235.OOO,OO

88 Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/ Kali Rp 235.OOO,OO

89 Palembang Kab. Musi Rawas arangl Kalt Rp 320.000,00
90 Palembang Kab. Musi Rawas Utara Orang/ Kali Rp 325.OOO,OO

91 Palembang Kab. Ogan ilir Orang/ Kali Rp 205.000,00
92 Palembang Kab. Ogan Komering Ilir Orang/ Kali Rp 205.OOO,OO

93 Palembang Kab. Ogan Komering UIu Orang/ Kali Rp 248.OOO,OO

94 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu
Selatan Orarrgl Kali Rp 25O.0OO,OO

95 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu
Timur Orang/ Kali Rp 245.000,00

96 Palembang Orang/ Kali Rp 265.000,00
97 Palembang Kota Lubuk Linggau Orang/ Kali Rp 29O.OOO,OO

98 Palembang Kota Pagar Alam Orang/ Kali Rp 280.000,00
99 Palembang Kota Prabumulih Orang/ Kali Rp 205.OOO,OO

LJIUPUITG

100 Bandar l-ampung Kab. Lampung Barat Orang/ Kali Rp 27O.OOO,OO

101 Bandar Lampung Kab. Lampung selatan Orang/ Kali Rp 234.000,00
Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Orang/ Ikti Rp 246.000,00

103 Bandar l.ampung Kab. Lampung Timur Orangl Kali Rp 246.000,00
104 Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Orang/ Kali Rp 252.OOO,OO

105 Bandar Lampung Kab. Mesuji Orang/ Kali Rp 276.000,00
106 Bandar Larnpung Orang/ Kali Rp 216.000,00
147 Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat Orang/ Kali Rp 2OO.00O,OO

108 Bandar Lampung Kab. Pringse\ ru Orang/ KaIi Rp 222.OOO,OO

109 Bandar Lampung Kab. Tanggamlls Orang/ Kali Rp 240.OOO,OO

110 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orangl Kali Rp 252.000,00
111 Bandar Lampung Kab. Trrlang Bawang Barat Orang/ Kali Rp 267.00A,00
LL2 Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/ Kali Rp 27O.OOO,OO

113 Bandar Lampung Kota Metro Orang/ Kali Rp 234.OOO,OA

BENGKT'LU

Lt4 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/ Kali Rp 344.OOO,OO

115 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/ Kali Rp 232.OOO,OO

116 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/ Kali Rp 313.000,00

tL7 Bengkulu Kab. Kaur Orang/ Kali Rp 385.OOO,OO

118 Bengkulu Kab. Kepahiang Orungl KaTt Rp 298.000,00

119 Bengkulu Kab. Lebong Orang/ Kali Rp 375.000,00

120 Benglrulu Kab. Mukomuko Orang/ Kali Rp ,+23.000,00

t2L Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/ Kali Rp 313.000,00

t22 Bengkulu Kab. Seluma Orang/ KaIi Rp 282.OOO,OO

Kab. Pali

,.!

LA2

Kab. Pesawaran
il!



NO
IBUKOTA
PROVINSI

KABUPATEN/
KOTA TUJUAIT

SATUAN BESARAN

(U (21 (3t (41 t5l

BANGKA BELITUNG

t23 Pangkalpina.ng Kab. Bangka Orang/ KaIi Rp 25O.OOO,OO

L24 Pangkalpinang Kab. Bangka Barat Orang/ Kali Rp 275.000,00
L25 Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan Orang/ Kali Rp 275.000,00
t26 Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah Orang/ Kali Rp 250.000,00

BAI{TElT

127 Serang Kab. Lebak Orang/ Kali Rp 208.OOO,OO

t28 Serang Kab. Pandegelang Orang/ Kali Rp 138.000,00
129 Serang Kab. Serang Orang/ Kali Rp 160.000,00
130 Serang Kab. Tangerang Orang/ Kali Rp 254.000,00
131 Serang Kota Cilegon Orang/ Kali Rp 160.000,00

r32 Serang KotaTangerang Orang/ KaJi Rp 313.O0O,00

133 Serang Kota Tangerang Selatan Orang/ Ka1o Rp 347.OO0,O0

JAITTA BARA'T

L34 Bandung Kab. Bandung Orang/ Kali Rp 183.OOO,O0

135 Bandung Kab. Bandung Barat Orang/ Kali Rp 275.OOO,OO

t36 Bandung Kab. Beka.si Orang/ Kali Rp 265.000,00
137 Bandung Kab. Bogor Orang/ Kali Rp 185"OOO,OO

138 Bandung Kab. Ciamis Orang/ Kali Rp 245.OOO,OO

139 Bandung Kab. Cianjur Orang/ Kali Rp 2LS.OOO,OO

140 Bandung Kab. Cirebon Orang/ KaIi Rp 28O.OOO,OO

L4L Bandung Kab. Garut Orang/ Kali Rp 243.000,00
t42 Bandung Kab. Indramayu Orangl Kali Rp 275.0OO,OO

143 Bandung Kab. Karawang Orangl Kali Rp 248.OOO,OO

L44 Bandung Kab- Kuningan Orang/ Kali Rp 275.000,00
145 Bandung Kab. Majalengka Orang/ Kali Rp 235.000,00
L46 Bandung Kab. Pangandaran Orang/ Kali Rp 283.O0O,OO

147 Bandung Kab. Prrrwakarta Orang/ Kali Rp 218,O0O,OO

148 Bandung Kab. Subang Orang/ Kali Rp 208"000,00
149 Bandung Kab. Sukabumi Orang/ Kali Rp 245.OOO,00

150 Bandung Kab. Sumedang Orang/ Kali Rp 23O.OOO,OO

151 Bandung Kab. Tasikmalaya Orang/ KaIi Rp 245.OOO,OO

r52 Bandung Kota Banjar Orang/ Kali Rp 283.000,00
153 Bandung Kota Bekasi Orang/ Kali Rp 265.000,00
154 Bandung Kota Bogor Orang/ Kali Rp 2B5.OOO,OO

155 Bandung Kota Cimahi Orang/ Kali Rp 168.000,00
156 Bandung Kota Cirebon Orangl KaIi Rp 27O.OOO,OO

L57 Bandung Kota Depok Orang/ Kali Rp 275.OOO,OO

158 Bandung Kota Sukabumi Orune/ KaJi Rp 226.000,00
159 Bandung Kota Tasikmalaya Orang/ Kali Rp 245.OOO,OO

JAUIA TENGAII

160 Semarang Kab. Banjarnegara Orang/ Kali Rp 260.000,00
161 Sernarang Kab. Banyurnas Orang/ Kali Rp 257.000,00
t62 Sernarang Kab. Batang Orang/ Kali Rp 24O.OOO,OO

163 Semarang Kab. Blora Orang/ Kali Rp 270.000,00

r
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L64 Semarang Kab. Boyolali Orang/ Kali Rp 24O.OOO,OO
165 Semarang Kab- Brebes Orang/ IGli Rp 263.000,00
L66 Semarang Kab. Cilacap Orang/ Kali Rp 280.000,00
t67 Semarang Kab. Demak Orang/ Kali Rp 230.000,00
168 Semarang Kab. Grobongan Orang/ Kali Rp 235.000,00
L69 Semarang Kab. Jepara Orang/ Kali Rp 24O.OOO,OO
170 Sernarang Kab. Karanganyar Orang/ Kali Rp 25O.OOO,OO
L7l Semarang Kab. Kebumen Orang/ Kali Rp 260.000,00
172 Semarang Kab. Kenda1 Orang/ KaIi Rp 23O.0OO,OO
L73 Semarang Kab. Kalten Orang/ Kali Rp 250.000,00
174 Semarang Kab. Kudus Orang/ Kali Rp 235.000,00
175 Semarang Kab. Magelang Orang/ Kali Rp 240.000,00
176 Semarang Kab. Pati Orang/ Kali Rp 240.OOO,OO

777 Semarang Kab. Pekalongan Arang/ Kali Rp 245.OOO,AO
L78 Semarang Kab. Pemalaog Orang/ Kali Rp 250.000,00
179 Semarang Kab. Purbalingga Orang/ Kali Rp 27O.OOO,OO
180 Semarang Kab. Purwerejo Orang/ Kali Rp 25O.OOO,OO

181 Semarang Kab. Rembang Orang/ Kali Rp 25O.OO0,OO
t82 Semarang Kab. Semarang Orang/ KaIi Rp 23O.OOO,OO
183 Semarang Kab. Sragen Orang/ Kali Rp 250.OO0,O0
184 Semarang Kab. Sukoharjo Orang/ Kali Rp 250.OOO,OO
185 Semarang Kab. Tegal Orang/ Kali Rp 260.000,00
186 Semarang Kab. Temanggung Orang/ Kali Rp 24O.O00,0O
L87 Sernarang Kab. Wonogiri Orang/ Kaii Rp 25O.OOO,O0
188 Semarang Kab. Wonosobo Orang/ Kali Rp 25O.OOO,0O
189 Semarang Kota Magelang Orangl KaIi Rp 240.000,00
190 Semarang Kota Pekalongan Orang/ Kali Rp 245.0OO,O0
191 Semarang Kota Salatiga Orangl Kali Rp 235.OOO,OO
L92 Semarang Kota Surakarta Orang/ Kali Rp 245.000,00
193 Semarang Kota Tegal Orang/ KaIi Rp 260.000,00

D.I. YOGYAKARTA

194 Yograkarta Kab. Bantul Orang/ Kali Rp 25O.OOO,OO

195 Yograkarta Kab. Gunung Kidul Orang/ KaIi Rp 350.000,00
t96 Yograkarta Kab. Kulon Progo Orang/ Kali Rp 35O.OOO,OO
t97 Yograkarta Kab. Sleman Orang/ Kali 200.000,00

JAUIA TIMI'R

198 Surabaya Kab. Bangkalan Orang/ Kali Rp 225.000,00
i99 Surabaya Kab- Banyuwangl Orang/ KaJi Rp 285.OOO,OO
200 Surabaya Kab. Blitar Orang/ Kali Rp 255.OOO,OO
201 Surabaya Kab. Bojonegoro Orang/ Kali Rp 225.000,00
202 Surabaya Kab. Bondowoso Orang/ KaIi Rp 255.000,00
243 Surabaya Kab. Gresik Orang/ Kali Rp 225.OOO,OO
244 Surabaya Kab. Jember Orang/ Kali Rp 267.00A,A0
20s Surabaya Kab. Jombang Orang/ Kali Rp 235.000,00
206 $urabaya Kab. Kediri Orang/ Kali Rp 235.OOO,OO
207 Surabaya Kab. Lamongan Orang/ KaIi Rp 225.OOO,OO

248 Surabaya Kab. Lumajang Orang/ Kali Rp 261.000,00

FT
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209 Surabaya Kab. Madiun Orang/ Kdi Rp 245.000,00
2LO Surabaya Kab. Magetan Orang/ Kali Rp 253.OOO,OO

2LL Surabaya Kab. Malang Orang/ Kali Rp 228.000,00
2t2 Surabaya Kab. Mojokerto Orang/ KaJi Rp 225.000,00
213 Surabaya Kab. Nganjuk Orang/ Kali Rp 245.000,00
2L4 Surabaya Kab. Ngawi Orang/ Kali Rp 253.OOO,OO

2t5 Surabaya Kab. Pacitan Orang/ Kali Rp 2B5.OOO,OO

216 Surabaya Kab. Pemakasan Orang/ Kali Rp 243.000,00
217 Surabaya Kab. Pasuruan Orang/ KaIi Rp 228.OOO,OO
218 Surabaya Kab. Ponorogo Orang/ Kali Rp 255.000,00
2t9 Surabaya Kab. Probolinggo Orang/ Kali Rp 22B.OOO,OO

220 Surabaya Kab. Sampang Orang/ Kali Rp 235.000,00
22r Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/ Kali Rp 240.000,00
222 Surabaya Kab. Situbondo Orang/ Kali Rp 255.OOO,OO

223 Surabaya Kab. Sumenep Orang/ Kali Rp 255.OOO,OO

224 Surabaya Kab. Trenggalek Orang/ Kali Rp 245.000,00
225 Surabaya Kab. Ttrban Orang/ Kali Rp 245.OOO.OO

226 Surabaya Kab. Tulungagung Orangl Kali Rp 245"OOO,OO

227 Surabaya Kota Batu Orangl Kali Rp 242.AOO,OO

22A Surabaya Kota Elitar Orang/ Kali Rp 255"000,00
229 Surabaya Kota Bojonegoro Orang/ Kali Rp 225.O0O,OO
230 Surabaya Orang/ Kali Rp 235.OOO,OO

231 Surabaya Kota Madiun Orang/ Kali Rp 245.OOO,OO

232 Surabaya Kota Ma1ang Orang/ Kali Rp 228.000,00
233 Surabaya Kota rnojokerto Orang/ Kali Rp 225.OOO,0O

234 Surabaya Kota Probolinggo Orangl Kali Rp 228.OOO,OO

BALI

235 Denpasar Kab. Badung Orang/ KaIi Rp 188.OOO,OO

236 Denpasar Kab. Bangli Orang/ Kali Rp 225.OOO,OO

237 Denpasar Kab. Buleleng Orang/ Kali Rp 265.000,00
238 Denpasar Kab. Gianyar Orang/ KaIi Rp 225"OOO,OO

239 Denpasar Kab. Jembrana Orangl Kali Rp 27O.OOO,OO

240 Denpasar Kab. Karangasem Orang/ Kali Rp 263.000,00
241 Denpasar Kab. Tabanan Orang/ Kali Rp 225.OOO,OO

I{USA TENGGARA BARAT

242 Mataram Kab. Lombok Barat Orang/ Kali Rp 325.OOO,OO

243 Mataram Kab. Lombok Tengah Orang/ Kali Rp 450.000,00

244 Mataram Kab. Lombok Timur Orang/ Kali Rp 35O.0OO,OO

IIUSA TENGGARA TIMTIR

245 Kupang Kab. Belu Orang/ Kali Rp 325.OOO,OO

246 Kupang Kab. Kupang Orang/ KaIi Rp 175.OOO,OO

247 Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Orang/ Kali Rp 218.OOO,OO

244 Kupang Kab. Timir Tengah Utara Orang/ Kali Rp 275.OOO,OO

Kota Kediri
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KAI,IMANTAN BARAT

249 Pontianak Kab. Bengkayang Orang/ Kali Rp 27O.OOO,OO

250 Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/ Kali Rp 550.000,00
251 Pontianak Kab. Kayong Utara Orang/ KaIi Rp 55O.OOO,OO

252 Pontianak Kab. Ketapang Orang/ KaIi Rp 55O.0OO,OO

253 Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/ KaIi Rp 185.OOO,OO

254 Pontianak Kab. Landak Orang/ Kali Rp 27O.OOO,0O

255 Pontianak Kab. Melawi Orang/ Kali Rp 430.000,00
256 Pontianak Kab. Mempawah Orang/ Kali Rp 230.000,00
257 Pontianak Kab. Sambas Orang/ Kali Rp 3OO.0OO,OO

25a Pontianak Kab. Sanggau Orang/ Kali Rp 3O3.OOO,OO

259 Pontianak Kab. Sekadau Orang/ Kali Rp 343.000,00
260 Pontianak Kab. Sintang Orang/ KaIi Rp 392.000,00
261 Pontianak Kota Singkawang Orang/ Kali Rp 257.OOO,OO

I{ALIMAI{'TAIT TENGAII

262 Palangkaraya Kab- Barito Selatan Orang/ Kali Rp 290-OOO,OO

263 Palangkaraya Kab- Barito Timur Orang/ Kali Rp 333.OOO,OO

264 Palangkaraya Orangl Kali Rp 425.0O0,OO

265 Palangkaraya Kab- Gunung Mas Orang/ Kali Rp 3OO.OOO,O0

266 Palangkaraya Kab- Kapuas Orang/ Kali Rp 275.OOO,OO

267 Palangkaraya Kab. Katingan Orangl Kali Rp 25O.OO0,OO

268 Palangkaraya Katr- Kotawaringin Barat Orangl Kali Rp 425.000,00
269 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/ Kali Rp 3OO.OOO,OO

274 Palangkaraya Kab. Larnandau Orang/ Kali Rp 525.OOO,OO

271 Palangkaraya Kab. Murung Raya Orans/ Kali Rp 448.000,00
272 Palangkaraya Kab. Pulang Pisau Orang/ Kali Rp 25O.OOO,OO

273 Palangkaraya Kab. Seruyan Orangl Kali Rp 32B.OOO,OO

274 Palanglaraya Kab. Sukamara Orang/ Kali Rp 525.OOO,O0

I(ALIMAITTA.II SELJ\TAII

275 Banjarmasin Kab. Balangan Orangl Kali Rp 23O.OOO,OO

276 Banjarmasin Kab. Banjar Orang/ Kali Rp 17O.OOO,OO

277 Banjarmasin Kab. Barito Kuala Orang/ KaIi Rp 2O0.OOO,OO

278 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan Orang/ Kali Rp 200.000,00
279 Banjarmasin Kab. Huku Sungai Tengah Orang/ Kali Rp 212.000,00
280 Banjarmasin Kab. Huku Sungai Utara Orang/ Kali Rp 21B.OOO,OO

28t Banjarmasin Kab. Kota Baru Orang/ Kali Rp 29O.OOO,OO

282 Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/ Kali Rp 234.OOO,OO

283 Banjarmasin Kab. Tanag Bumbu Orang/ Kali Rp 30O.0OO,OO

284 Banjarmasin Kab. Tanah Laut Orang/ Kali Rp 2OO.OOO,OO

285 Banjarmasin Kab. Tapin Orang/ Kali Rp 189-OOO,OO

246 Banjarmasin Kota Banjarbaru Orang/ Kali Rp 225.OOO,OO

KALIMANTAN TIMUR

287 Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/ Kali Rp 1.5OO.OOO,OO

288 Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/ Kali Rp 500.000,00
249 Samarinda Kab. Kutai Timur Orang/ Kali Rp 1.35O.OOO,OO

Kab. Barito Utara
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290 Samarinda Kab. Paser Orang/ Kali Rp 1.650.000,00
29t Samarinda Kab. Penajarn Paser Utara Orangl Kali Rp 650.000,00
292 Samarinda Kota Balikpapzrn Orang/ Kali Rp 55O.OOO,OO

293 Samarinda Kota Bontang Orangl Kali Rp 600.000,00

ST'I,AWESI UTARA

294 Marrado Kab. Bolaang Mongodow Orang/ Kali Rp 25O.OOO,0O

295 Manado Kab. Bolaang Mongodow
selatan Orang/ Kali Rp 275.OOO,OO

296 Manado Kab. Bolaang Mangodow
Timur Orang/ KaIi Rp 250.000,00

297 Manado Kab. Bolaang Mangodow
Utara Orang/ Kali Rp 3OO.OOO,OO

298 Manado Kab. Minahasa Orang/ Kali Rp 18O.OOO,OO

299 Manado Kab. Minahasa Selatan Orang/ Kali Rp 18O.OOO,OO

300 Manado Kab. Minahasa Tenggara Orang/ Kali Rp 200.000,00
301 Manado Orang/ Kali Rp 175.OOO,OO

302 Manado Kota Bitung Orangl Kali Rp 175.OOO,OO

303 Manado Kota Kotamobangu Orang/ Kali Rp 250.000,00
304 Manado Kota Tomohon Orang/ Kali Rp I7O.OOO,OO

GOROIITAI,O

305 Gorontalo Kab. Boelemo Orang/ Kali Rp 4OO.OO0,O0

306 Gorontalo Kab- Gorontalo Orangl Kali Rp 3OO.OOO,O0

307 Gorontalo Orang/ Kali Rp 35O.OOO,0O

308 Gorontalo Orangl Kali Rp 55O.OOO,O0

309 Marnuju Kab- Majene Orang/ KaIi Rp 24O.0OO,OO

310 Mamuju Orang/ Kali Rp 359.000,00
311 Mamuju Kab. Mamuju Tengah Orang/ Kali Rp 2OO.O0O,OO

3t2 Marnuju Kab. Pasangkayu Orang/ Kali Rp 270.O0O,OO

313 Mamuju Kab. Pelewali Mandar Orang/ Kali Rp 260.000,00

SULAWESI SELATAN

314 Makassar Kab. Bantaeng Orang/ Kali Rp 235.OOO,OO

315 Makassar Kab. Bamr Orang/ Kali Rp 2IO.OOO,OO

316 Makassar Kab. Bone Orang/ Kali Rp 240.000,00
3L7 Makassar Kab. Bulukumba Orang/ Kali Rp 24O.OOO,OO

318 Makassar Kab. Enrekang Orang/ Kali Rp 25O.OOO,OO

319 Makassar Kab. Gowa Orang/ KaJi Rp 175.O0O,O0
320 Makassar Kab. Jeneponto Orang/ Kali Rp 23O.0OO,OO
32t Makassar Kab. Luwu Orang/ KaIi Rp 35O.OOO,OO

322 Makassar Kab. Luwu Timur Orang/ Kali Rp 375.OOO,OO

323 Makassar Kab. Luwu Utara Orang/ KaIi Rp 365.000,00
324 Makassar Kab. Maros Orang/ KaIi Rp I7O.OOO,OO

325 Makassar Kab. Pinrang Orang/ Kali Rp 230.000,00
326 Makassar Kab- Sidenreng Rappang Orang/ KaIi Rp 23O.OOO,OO

327 Makassar Kab. Sinjai Orang/ Kali Rp 235.000,00
328 Makassar Kab. Soppeng Orang/ Kali Rp 235.000,00

Kab. Minahasa Utara

Kab" Gorontalo Utara
Kab. Pahuwato

STTLAUIESI BARAT

Kab. Mamasa
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329 Makassar Kab. Takalar Orang/ Kali Rp 190.000,00
330 Makassar Kab. Tanatorqia Orang/ Kali Rp 35O.OOO,OO

331 Makassar Kab. Toraja Utara Orang/ Kali Rp 350.000,00
332 Makassar Kab. Wajo Orang/ Kali Rp 23O.OO0,OO

333 Makassar Kab. Palopo Orang/ Kali Rp 35O.O0O,OO

334 Makassar Kota Pare-pare Orang/ Kali Rp 225.OOO,OO

SULAUTESI TENGAH

335 Palu Kab. Luwuk Orang/ Kali Rp 4OO.OOO,O0

336 Palu Kab. Buol Orang/ Kali Rp 472.000,00
337 Pa1u Kab. Donggala Orang/ Kali Rp 13O.OOO,OO

3s8 Pal.u Kab. Morowali Orangl Kali Rp 40O.OOO,OO

339 Palu Kab. Morowali Utara Orang/ Kali Rp 400.000,00
340 Palu Kab. Parigi Moutong Orang/ Kali Rp 25O.OOO,OO

341 Palu Kab. Poso Orang/ Kali Rp 28O.OOO,0O

342 Palu Kab. Sigi Orangl Kali Rp 219.OOO,OO

343 Palu Kab. Tojouno-Una Orang/ Kali Rp 35O.OOO,OO

344 Palu Kab. ToliToli Orang/ Kali Rp 412.OO0,OO

SULAUTESI TEHGGARA

345 Kendari Kab. Bombana Orang/ Kali Rp 355.OOO,OO

346 Kendari Kab. Kolaka Orang/ Kali Rp 37O.OOO,OO

347 Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/ Kali Rp 3OO.0O0,OO

348 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/ Kali Rp 425"OOO,O0

349 Kendari Kab. Konawe Orangl Kali Rp 30O.0OO,0O

350 Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/ Kali Rp 3O5"O0O,OO

351 Kendari Orang/ Kali Rp 3OO.0OO,OO

MALIilfiI UTARA

352 Scfifi Kab. Hamahera Barat Orangl Kali Rp 85O.OOO,00

353 Sofifi Kab. Halmahera Tengah Orang/ Kali Rp 1.OOO.OOO,OO

354 Sofifi Kab. Halmahera Timur Orang/ Kali Rp 1.25O.O0O,OO

355 Sofifi Kab- Halmahera Utara Oransl Kali Rp 9OO.OOO,OO

PAPUA

356 Jayapura Kab. Jayapura Orang/ Kali Rp 600.000,00
357 Jayapura Kab. Keerom Orang/ Kali Rp 9OO.OOO,0O

358 Jayapura Kab. Sarmi Orang/ Kali Rp 2.7OO.OOO,OO

359 Jayapura Kab. Marauke Orangl Kali Rp 1.134.000,00

PAPUA BARAT

360 Manokwari Kab. Teluk Bintuni Orang/ Kali Rp 9OO.OOO,OO

361 Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/ Kali Rp 75O.OOO,0O

362 Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Orangl Kali Rp 2.650.OOO,OO

363 Manokwari Kota Sorong Orung/ KaJi Rp 1.OOO.OOO,OO

JAI(ARTA

364 Jakarta Kota Bekasi Orang/ Kali Rp 284.OOO,OO

365 Jakarta Kota Bekasi Orang/ Kali Rp 284.000,00

Kab. Konawe Utara
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366 Jakarta Kab. Bogor Orang/ Kali Rp 300.000,00

367 Jakarta Kota Bogor Orang/ Kali Rp 300.000,00
368 Jakarta Kota Depok Orang/ Kali Rp 275.000,00
369 Jakarta Kota Tanggerang Orang/ Kali Rp 286.000,00
370 Jakarta Kota Tanggerang Selatan Orang/ Kali Rp 286.000,00
37t Jakarta Kab. Tanggerang Orang/ Kali Rp 31O.OOO,OO

372 Jakarta Kepulauan Seribu Orang/ Kali Rp 428.OOO,OO

I(eteraagea:
Pembiayaan satu€rn biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke
kabupaten/kota dalam provinsi yang $ama merupakan biaya transportasi darat one
weg atetu sekali jalan.

*IURUNG RAYA,

ttd

M. YOSEPHiffiffi
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SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUIiT 2O2!
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAI{
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAII I(ABUPATEil MURUNG RAYA.

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO URAIAN SATUAN LUAR KOTA
DALAM KOTA
LEBIH DARI 8

(DELAPANI JAM

(u {21 (3) (4) (s)

1

BUPATI, WAKIL
tsUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

OH Rp 25O.OOO,0O Rp 125.O0O,OO

2 PF^IABAT ESELON II OH Rp l50.OOO,OO Rp 75.OOO,OO

W

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

F



SALINAN
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2O2T
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERIITTAH I(ABUPATEN MURUITG RAYA.

KOP DINAS/ BADAN/ UNIT/ SATUAN KERJA

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor

Dasar

MENUGASI(AN :

Kepada 1. Narna
Pangkat
NIP
Jabatan
Instansi

2. Narna
Pangkat
NIP
Jabatan
Instansi

Untuk

Bikeluarkan di
pada tanggal

{ Pejabat yang berwenang )

Ternbusqn disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah / Kepala SKPD yang bersangkutan
2. Kabag. Umum I Sekretaris SKPD yang bersangkutan
3. Kabag. Keuangan / Ksb. Perencanaan dan Keuangan SKPD yang bersangkutan
4. Bendaharawan Pengeluaran SKPD yang bersangkutan

1

c

1

3.
4

(....
NIP l

AN. KEPALA BAGIAN HUKUII
K*sb. BANTUATIflJKUM

W)-
NONI PEBRI SUPERWATI, SH

Penata Tk. I (lll/d)
NlP. 19870226 201001 2 020

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

BUPATI MURUNG RAYA,



SALINAN
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2O2L
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM IiIEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH I(ABUPATEN MURUNG RAYA.

KOP DII{AS/ BADAN/ UIIIT/ SATUAN I{ER.IA
Lembaran Ke : I, fI, II, fV, Y, YI
KodeNomor :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Dikeluarkaa di
pada tanggal

( Pejabat yang berwenang )

Tembusan disampaikan Kepada Ytir. :

1. Sekrelaris Daerah / Kcpala SKPD yang bersangkutan
2. Kabag. Umum / Sekretaris SKPD yang bersangkutan
3. Kabag. Keuangan / Ksb. Perencanaan dan Keuangan SKPD yang bersangkutan
4. Bendaharau'an Pengeluaran SKPD yang bersangkutan

Keterangan :

Seluruh nama pelaksana perjalanan dinas yang tertera pada SFrI {Surat Perintah
Tugas), wajib dicantumkan pada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).

1 Pejabat Berwenang yang memberi perintah

2 Nama/ NIP Pegawai yang diperintahkan

J a. Pangkat dan Golongan
b. Jabatan/ Instansi
c. Tingkat Pegawai

a.
b.
c.

4 Maksud Perjalanan Dinas

5 Alat Angkutan yang dipergunakan

6 a- Tempatberangkat
b. Tempat tujuan

d-

b.

7 a. Larnanya perjalanan dinas
b, Tanggal trerangkat
c. Tanggal harus kemball tiba

a"

b.
c.

I Pengikut Nama

L
2.

-1- dst.

Keterangan

I-
n

9 Pembabanan Anggamr:
a. Listansi
b. Mata Anggaran

a-

b"

10 Keterangan lain-lain

( ,.)
NIP



( Halaman Belakang SPPD )

Berangkat Dari
(Tempat Kedudukan)
Ke
Pada Tanggal

I

Kepala

(....
NIP

II

)(...
NIP.

Tiba di
Pada tanggal
KepaIa

)(....
NIP

Berangkat
Ke
Pada tanggal
Kepala

III Tiba di
Pada tanggal
Kepala

( )
NIP.

Berangkat
Ke
Pada tanggal
Kepala

)(...
NIP

11/ Tiba di
Pada tanggal
Kepala

t )
NIP

Berangkat
Ke
Pada tanggal
Kepala

Pejabat yang berwenang/
Fejabat lain*ya yang dirurjuk

v

)(...
NIP

Tiba di
(Tempat Kedudukan)
Fada tanggal

(
NIP

Vl Catatan Lain-lain

PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang melakukan Perjalanan Dinas,
Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta Bendaharawan bertanggunglawab berdasarkan
peraturan Keuangan Negara/Derah, apabila Negara/Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan
kealpaannya. .: ,

VII

l.l

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPII

)

( .......,.................... )
NIP.

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
temebut diatas benar dilakukan atas dan ssmata-rnata
rmtukkepentingan Jabatan I Dinas

Pejabat yang berwenangl
Pejabat lainnya 1'ang dituniuk

)

E



SALINAN
LATVIPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2O2L
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTATI KABUPATEN MURUNG RAYA.

KOP DINAS/BADAN/UNIT/ SATUAII KEzuA

RINCIAil BIAYA PER^IALAI{AIT DINAS
Lampiran SPPD Nornor
Tanggal

I(ETERANGAITJUMLAHNO PERIITCIAN BIAYA

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.1

c

J

+

Biaya Penginapan
a. Menggunakan Fasilitas Hotel

Nama Jumlah Hari
Menginap

tr. Tidak Mengguaakan Fasilitas llotel {3O%}
Jumlah Hari

Narna Jabatan Perjalanan
Dinas

Biaya Transportasi
a. Biaya Tiket Pesawat

Nama Pelaksana Perjalanan Dinas
L'. Biaya Taksi

Dari..... ke ......
c. Biaya ?ransportasi Darat

Dari..... ke ......

Uang Harian

Jumlatr Oraog

x Rp.

xY

x

x

x Jumlah Orang

Rp.

Rp-

Jumlah Orang x Rp.

J Hari

DPRD dan Eselon Itr

Perjalanan
Dinas

Biaya Representasi
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD" Anggota

{PergilPulang}

Teiair ditrayar sejumlah :

Rp.............

Bendahara,

NIP

Ditetapkan sejumiah
Yang telah dibayar semula

Sisa kurang/lebih

(.

Puruk Cahu,
Telah menerirrra uang sebesar :

Rp..........,..

Yang menerima"

NIP

PERIIITUIYGA1Y SPPD RAMPUI{G

Rp.

Rp.

Rp.
Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk*

';;; . . . . ......... . .....:)
*Selcretaris Daerah untuk lingkup Sekxetariat Daerah dan Kepala SKPD untuk Unit Kerja masing-masing

ffi'ffiffiffi B.IPA?IMLRTII**RAYAT

,tRDrE l-ll*o"'rrn
1 Penata Tk. I flil/d)

NtP. 19870226 20ldo1 2'020

x Juraleh Orang

E

RD.

Terbilaag: I

.) {. ....)


